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IMPLIKASI MODAL SOSIAL DALAM MENGELOLA ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI KEPENGHULUAN SUAK TEMENGGUNG
KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa yang berbasis
modal sosial dalam program. pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak
Temenggung Kecamatan:Pekaitan Kabupaten Rokanilir. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisa pengelolaan keuangan desa dan dampaknya terhadap social
capital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Penelitian ini-dilakukan di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan
Kabupaten Rokan Hilir. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode wawancara, observasi, kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data
yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
indikator yang kemudian digunakan untuk ‘mengukur modal sosial dalam
mengelola ADD pada Kepenghuluan Suak Temenggung, maka penulis
menggunakan.dimensi modal sosial yang terdiri dari Participation in a network /
Partisipasi di Dalam Jaringan; Reciprocity. (Tukar Menukar.Kebaikan), Trust
(Kepercayaan), Socio Norm (Norma Sosial), Value (nilai) dan Proactive action
(Aksi Proaktif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Maodal sosial yang
dilakukan di suak temenggung.memberikan dampak positif jika diterapkan, tetapi
untuk sekarangini kondisi“-modal " sosial, [dilapangan menurun. 2) Praktek
pengelolaan alokasi desa, masyarakat hanya dilibatkan pada proses perencanaan
yaitu berupa musyawarah dusun dan musyawarah kepenghuluan.

Kata Kunci : Implikasi, Modal Sosial, Pengelolaan, Keuangan
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IMPLICATIONS OF SOCIAL CAPITAL IN MANAGING VILLAGE FUND
ALLOCATION (ADD) IN SUAK TEMENGGUNG KEPENGHULUAN,
PEKAITAN DISTRICT, ROKAN HILIR REGENCY
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BAB |

PENDAHULUAN

dipisahka jial ang e Kz 2kuatan sosial
ekonomi ( aNg pe rha S dari pemerintah.
Perencanaan pe yunan selama ini 3 desa sebagai objek
pembangu ( seba : ya. Undang-Undang

o TR o .
Nomor 23 / J Per han Dg emberikan peluang

mencirikan bottom-up. Dimana semt ana dan realisasi pembangunan harus
bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang
menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya tentu
memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus
dirinya sendiri.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat

untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur



pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih
reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran
sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah
masing-masing. mplementasi..otonomi_daerah salah satu aspeknya adalah
pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu
program daerah bidang keuangan-untuk: mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta
mengemban misi mewujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan.

Terbitnya Undang - Undang (UU) Desa, merupakan kebijakan pemerintah
Pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan
kualitas hidup masyarakat desa, penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan
potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan, ‘sehingga desa. (masyarakat) memiliki daya saing. Itu artinya,
pembangunan pedesaan tujuan utama pembangunan Nasional karena memiliki
sasaran yang strategis dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang mengamanatkan
sasaran pembangunan desa dengan cara meningkatkan jumlah desa mandiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa modal-sosial yang ada dalam masyarakat
merupakan asset karena telah menumbuhkan rasa saling percaya dalam
bekerjasama. Hasil pengukuran Indeks Modal Sosial 2017 menunjukkan Indonesia
memiliki poin 47,86. Angka tersebut menggambarkan bahwa kondisi modal sosial
masyarakat Indonesia masih tergolong cukup untuk dijadikan modal pembangunan.

Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi akan membuka

kemungkinan menyelesaikan kompleksitas persoalan dengan mudah. Melalui rasa



saling percaya, toleransi dan kerjasama mereka dapat membangun jaringan di
dalam kelompok masyarakatnya maupun dengan kelompok masyarakat lain.
Sebaliknya modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong
memperparah kemiskinan, “meningkatkan..pengangguran, kriminalitas dan
menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Salah satu upaya lainnya 'dalam pengembangan desa serta peningkatan
pembangunan kawasan perdesaan, pemerintahan melalui Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Melalui
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun
(IDM). Indeks” Desa Membangun (IDM) disusun  dengan- landasan bahwa
pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi
dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang
mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas
penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa.
Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan
pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).
Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan
indikator.

Salah satu komponen dalam mengukur IDM adalah Indeks Ketahanan
Sosial yang salah satu dimensinya adalah Modal Sosial. Modal sosial di yakini

sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas
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ide, kesaling percayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan
bersama. Teori modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma,

dan jaringan informal (Bhandari dan Yasunobu, 2009). Dalam Pasal 3 Permendes

e Terdap

2) Memili

e Warga

[ ]
o
QD
=
)
°
QD
2,
V)
=
(=}
QD
3
@
>
«
[sY)
.

Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa

Tingkat konflik yang terjadi di Desa

Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa
4) Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:

e Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa
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e Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks
komersial dan pengemis)

e Terdapat penduduk yang bunuh diri

masyaraka

menjadika

sosial terdiri dari beberapa indikator yakni:
Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari
perangkat indikator sebagai berikut:
a) Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:
1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit;

2) Tersedia tenaga kesehatan bidan;



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

setelah dik

3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan

4) Tersedia tenaga kesehatan lain.

b) Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator:

Tahun 2019 ang P : 5k omor 43 Tahun

&

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional
Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;

2. Pelaksanaan pembangunan Desa;

3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
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b)  paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa
untuk mendanai:

1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan

Provinsi R 1g memiliki esa di taf in 2020. Desa
di Kabupaten:Rc lise £ : enghuluan” sesuai
dengan Pe 2021 tentang
peraturan ada di Rokan Hilir.

untuk mengaturpenge euanga d h': : di'Kabupaten Rokan

¢) Meningkatkan pembangunan infrastruktur penunjang pelaksanaan pemerintahan
kepenghuluan.

d) Meningkatkan pengamanan nilai — nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan kesalehan sosial.

e) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.



f) meningkatkan pelayanan pada masyarakat kepenghuluan dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
g) mendorong peningkatan kswadayaan dan gotong royong masyarakat.
h) meningkatkan.pendapatan kepenghuluan dan masyarakat-kepenghuluan melaui
Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMKep).

Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten.Rokan Hilir berdasarkan Peraturan
Bupati No 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDKep menjelaskan
bahwa ADD di Kabupaten Rokan Hilir dapat dipergunakan untuk :

a) Belanja Pembangunan, dan
h) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu desa yang ada di Kabupaten Rokan Hilir yakni Kepenghuluan
Suak Temenggung yang berada di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
Kepenghuluan Suak Temenggung memiliki karekteristik masyarakat yang cukup
beragama dengan suku dan agama yang cukup beragam. Pada awalnya Masyarakat
yang tinggal di- Suak Temenggung Merupakan Masyarakat melayu asli yang
bermata pencarian “sebagal petani di sekitar pesisir sungai rokan. Seiring
berjalannya waktu, masyarakat asli. dari Suak temenggung lama kelamaan tidak
berkediaman di desa tersebut di karenakan sulithya mendapatkan bahan pokok
makanan yang jauh dari desa tersebut. Pada tahun 1981 di saat pemerintahan
Presiden Soeharto, Kepenghuluan suak temenggung semakin berkembang pesat
dengan bertambahnya penduduk transmigrasi dari berbagai daerah dari pulau jawa.
Sejak saat itu masayarakat melayu asli desa suak temenggung dapat menjadi

minoritas dan sebagian besar desanya diisi oleh masyarakat transmigrasi.
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Kepenghuluan Suak Temenggung mulai terbentuk pada tahun 1998 melalui
program pemerintah yaitu transmigrasi dari daerah jawa barat sebanyak 55 KK,

Jawa tengah 59 KK, Jawa Timur sebanyak 51 KK dan Penduduk Lokal/ Pribumi

pemerintah

Temenggung

di pimpin oleh

S lg =

Bapak Nur Jesa yang mana

pada tanggal 1

35 B

sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 Penghargaan Prestasi Desa Suak Temenggung

berikut:
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Table 1.1 Pengahargaan Prestasi Desa Suak Temenggung

No Penghargaan Tahun

1 | Posyandu Melati Kepenghuluan Desa Suak Temenggung Kec. | 2019
Pekaitan, Kab. Rokan H|I|r mendapatkan peng argaan pemenang
juara 111 pa

2 ." 2020

3 nenc 08 : | 2012

2 : T ™ ; 2012

belakang pendidikan masyarakatnya yang tergolong cukup baik, sebagaimana dapat
dilihat pada tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Suak Temenggung berdasarkan

Tingkat Pendidikan berikut:
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Table 1.2 Jumlah Penduduk Desa Suak Temenggu berdasarkan Tingkat

Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 TK 200
2 SD/MI 600
3 SMP/SLTP 147
4 SMA/SMU 543
5 DI/Dl 2
6 S1-S3 44

Sumber: Kepenghuluan Desa.Suak Temenggung,.2021

Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas maka dapat dilihat bahwasannya
keberhasilan tersebut tidak terlepas dari tingkat partipasi masyarakat pada desa suak
temenggung ini dinilai cukup tinggi karena banyak masyarakat yang berlatar
belakang pendidikan minimal SMA yang dimana terdapat sebanyak 543 orang yang
dianggap cukup tinggi dan otomatis akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan
pada Desa Suak Temenggung masayarakat masih sering melakukan musyawarah
dan juga memiliki sikap gotang royong yang tinggipula. Untuk waktu musyawarah
masyarakat itu biasanya dilakukan pada malam hari, menimbang mayoritas mata
pencaharian masyarakat disana adalah petani kelapa sawit sehingga memilih waktu
yang kemungkinan masyarakat semuanya bisa hadir.

Pendanaan di desa suak temenggung.juga berasal dari Alokasi Dana Desa
(ADD) yang dimana dituntut untuk memiliki akuntabilitas yang dimana sebagai
bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik. Dalam pelaksanaannya untuk akuntabiltas atau pertanggung jawaban
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dalam mengelola ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung sudah berjalan sesuai
peraturan Bupati serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat faktor internal dan eksternal
yang turut berpartisipasi dalam.pengelolaan keuangan desa; diantaranya terdapat
faktor internal yakni berdasarkan mekanisme pengelolaan dana desa, di stuktur
organisasi Kepenghuluan suak.temenggung secara sistematik disusun tidak secara
komprehensif. ADD hanya berfokus pada siltap, operasional kantor, dan insentif
BPKEP, padahal dari RKPK (rencana kerja pemerintah kepenghuluan) ada
menganggarkan tentang bidang pemberdayaan masyarakat salah satunya pelatihan
masayarakat teknologi tepat guna. (perbup 60 tahun 2020). Pada proses penyusunan
RPJMkep desa masih di bantu oleh pendamping desa tenaga ahli kementrian,
terkadang hanya melihat dan copy paste kepenghuluan lainnya. Seharusnya
pembuatan RPIMKep didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dan dari segi eksternalnya pengelolaan keuangan desa dibantu pembinaan
dan pengawasannya oleh camat dengan membentuk Tim verifikasi Alokasi Dana
Desa dan Dana Desa dan juga Dinas Pemberdayaan-Masyarakat dan Desa (PMD),
yang dimana dalam pengelolaannya sesuai dengan PERBUP Nomor 31 tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir yang dimana
terdapat 18 (delapan belas) kecamatan memverifikasi APBD kepenghuluan baik
secara regulasi dan ketentuan yang berlaku termasuk pada keseuaian RKPK dengan
APBkep, regulasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.
Tetapi permasalahan yang sering dijumpai yakni masih kurang efektifnya dalam

memverifikasi kelengkapan dokumen yang dikecamatan karena hanya dilakukan



13

pengecekan seperti berita acaranya saja, sehingga masih kurang wujud pertanggung
jawaban yang seharusnya dilakukan. Dalam pelaksanaan nya bahwasanya
Pemerintah Desa dinilai kurang open Government yang dimana kurang terbuka
terhadap masyarakat desa tentang.pengelolaan.dana desa yang.idealnya seperti apa.
Sehingga masyarakat banyak yang tidak tahu bagaimana mekanisme pengelolaan
ADD tersebut. Dan untuk Dinas' PMD/ Sendiri, juga telah melaksanakan open
government dari segi menjalankan regulasi hanya saja masih terdapat beberapa
kekurangan salah satu nya penguatan aparatur desa yang masih kurang.

Secara_umum manajemen pengetahuan (Knowledge Management/KM)
dapat dipahami sebagai suatu langkah-langkah sistematis dalam mengelola asset
intelektual/pengetahuan  dan berbagai informast  dari individu/perorangan
(personal) dan organisasi untuk menciptakan keunggulan, begitu juga pada
Pemerintah Desa Suak Temenggung yang menitik ‘beratkan pada kemampuan desa
tersebut untuk mengelola ADD, yang dimana dalam desa Suak Temenggung
Kurangnya kemampuan tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa baik dari
aparat pemerintahan desa maupun lembaga swadaya masyarakat desa dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan.

Tetapi pemerintah desa juga terus mengupayakan kepada masyarakat
dengan basis modal sosial yang cukup kuat Pemerintah Kepenghuluan Suak
Temenggung telah merencanakan beberapa program kegiatan pemberdayaan
kepada masyarakat berupa:

a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan

b. Pelatihan teknologi tepat guna
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c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa dan
Badan Permusyawaratan Desa

d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan,

produktif, kelompok

‘*\E\ %‘
<
> \'ets*"_

L XA R

01 05
Kep.  suak
. temenggung
. Kep.  Suak
temenggung
. Kep.  Suak
temenggung

. Peningkatan Kep.suak
Penghulu temenggung
. Peningkatan 30.000.000 Kep.  Suak
Kepenghuluan temenggung
. Peningkatan Kapasitas 2019 30.000.000 Kep.  Suak
BPKep temenggung
. Peningkatan Kapasitas 2020 35.000.000 Kep. suak
Penghulu temenggung
. Peningkatan Kapasitas 2020 30.000.000 Kep.  Suak
Kepenghuluan temenggung
. Peningkatan Kapasitas 2020 30.000.000 Kep.  Suak
BPKep temenggung
. Pelatihan Pengelolaan 2020 10.000.000 Kep.  Suak
BUMKkep temenggung

Sumber: Kepenghuluan Suak Temenggung, 2021
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Dari data diatas dapat dilihat bahwa alokasi dana desa khususnya bidang

pemberdayaan hanya terfokus pada pendanaan program kegiatan pemberdayaan

dokumen yang

ehensif dari segi

r aparatur desa

hszS L Y

& aan, pelaksanaan

pengelolaan ADD.

4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan aparatur pengelola program ADD untuk
mengikuti peruntukan penggunaan dana yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sebab dari data yang diterima
penggunaan alokasi dana desa (ADD) lebih cenderung pembayaran

honorium aparatur desa saja,namun belum memberikan perhatian
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penggunan ADD pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat

berbasis modal sosial.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan

yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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a. Untuk Melihat Kondisi Teatrikal Sebenarnya Implikasi Modal Sosial Dalam

Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung

Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

b a Desa (ADD) Di
Rokan Hilir
C. Dalam
Sua| Temenggung
1.4. Manf
Adapun
a) Manfaa

Pekaitan Kabupa
b) Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi
pihak pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Implikasi
Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan

Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

keterangan secara sistematik, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis

untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bilamana akan
dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan
yang tidak terpisahkan, dan segala sesuatu yang bersifat teknis

ketatausahaan (clerical work).
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b. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata administration (bahasa
Inggris), yaitu:

- Menurut H. A. Simon mengemukakan bahwa “Administration as the

Administrasi publik di Indonesia lebih dikenal dengan istilah administrasi

Negara. Administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu administrasi
sebagai salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. White (dalam Waluyo ;2007)
menyatakan bahwa administrasi publik terdiri atas semua kegiatan Negara dengan
maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan Negara. Sedangkan

menurut Kasim (1994) menyatakah bahwa administrasi publik sangat berpengaruh
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tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat
implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk
mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.
Administrasi publik dianggap sebagai.organisasi dan-administrasi dari unit-
unit organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan kenegaraan. Dimana
tujuan kenegaraan tersebut meliputi ‘upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat
melalui penyediaan barang-barang publik dan memberikan pelayanan publik
(Kristiadi, 1994). Sedangkan Siagian (dalam Waluyo ;2007) mengatakan bahwa
administrasi publik sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh
aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara.
Proses administrasi sebagai proses politik juga dikemukakan oleh Dimock
(1996: 40) merupakan bagian dari proses politik suatu bangsa. Hal ini bisa
dipahami, karena berdasarkan perkembangan paradigma administrasi, administrasi
publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan
dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Suradinata: 1993).
Menurut Pasolong, 2013, peranan administrasi-publik pada dasarnya untuk
mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam
administrasi public diupayakan tercapainya tujuan sesuai dengan yang
direncanakan dan mengandung rasio terbaik antara input dan output.
Syafiie, 1997, menyatakan bahwa ruang lingkup lImu Administrasi
Publik sehingga dapat pula mencakup ilmu-ilmu sosial lain terutama yang

memiliki objek naterialnya negara, yaitu antara lain llmu Pemerintahan, IlImu
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Politik, Hukum Tata Negara, dan Ilmu Negara sendiri, serta Ilmu Filsafat yang

menjadi sumber keilmuan.

Di bidang hubungan, peristiwa dan gejala_pemerintahan yang banyak

2.1.2.
Menurut Siagian (2009:5) ad rasi pembangunan yaitu seluruh usaha
yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan
berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan
negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.

Mostopadidjaya dalam afiffudin (2010:51) menyatakan bahwa administrasi

pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem
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administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan
pembangunan secara efektif dan efesien. Dari pengertian administrasi
pembangunan diatas dapat dipahami sangat penting untuk kemajuan suatu negara
melalui usaha-usaha yang dilakukan pemerintah:.

Administrasi pembangunan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan
dan program-program pembangunan yang: pelaksanaan diilakukan secara efekitif
untuk kesejahteraan rakyat. Afiffudin (2010:64) fokus analisis administrasi
pembangunanadalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu bangsa
dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara atau bangsa tertentu, termasuk
cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, meghadapi
tantangan, memanfaatkan peluang dan menyingkirkan ancaman. Disiplin ilmu
administrasi pembangunan memiliki cirri-ciri yang membedakan dengan displin
IImu-ilmu yang lain yaitu:

a) Orientasi administrasi pembangunan lebih mengarah kepada usaha perubahan-
perubahan keadaan yang dianggap lebih baik

b) Administrasi pembangunan melakukan perbaikan dan penyempurnaan
administrasi dikaitkan ‘dengan aspek perkembangan di bidang-bidang lain
seperti ekonomi, sosial, politik dan lain-lain. Jika dimasukan administrasi
pembangunan dalam konteks idea menurut Siagian maka dapat dipahami
administrasi pembangunan adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh desa untuk
bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua
segi kehidupan dan penghidupan desa yang bersangkutan dalam rangka

pencapaia tujuan akhirnya.
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Kegiatan pembangunan di desa dalam Jayaditana (2006:87) meliputi bidang
ekonomi, sosial, fisik dan prasarana dan pemerintahan. Administrator adalah orang
yang menduduki posisi puncak dalam suatu struktur. la merumuskan tujuan dan
kebijakan yang berlaku umum-dan menjadi.dasar atau pedoman bagi pelaksanaan
kegiatan-kegiatan  operasionak . (Silalahi, 2002:21). Jadi administrator
pembangunan dapat diartikan secara sederhana yaitu orang yang menduduki posisi
puncak dalam suatu struktur yang merumuskan kebijakan yang menjadi dasar
dalam kegiatan pembangunan. Sesuai dengan penelitian ini maka kedudukan dan
posisi puncak. yang di maksud adalah kepala desa. Kepala desa sebagai
administrator pembangunan harus mampu mengemban amanah untuk
memperbaiki keadaan desa dengan berbagai program yang sifatnya membangun.
Menurut kartono (2006:325) administrator pembangunan bertugas melakukan
rentetan usaha bersama rakyat atau masyarakatidalam iklim demokratis untuk
mengadakan perbaikan dan peningkatan tata kehidupan serta sarana kehidupan,
demi pencapaian kesejahteraan, kebaikan serta keadilan merata. Administrator
pembangunan dalam kaitan menjalankan tugasnya menetapkan dan melaksanakan
kebijakan untuk mencapal tujuan yang diharapkan. Menurut Suharto (2006:7)
kebijakan merupakan suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk
mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten
dalam pencapaian tujuan tertentu. Pelaksanaan kebijakan dapat berupa program-
program yang disusun. Kebijakan bersifat umum dan untuk merealisasikan

kebijakan disusun berbagai program. Fungsi kebijakan disini adalah untuk



24

memberikan rumusan mengenai berbagai pilihan tindakan dan prioritas yang

diwujudkan dalam program- program pelayanan yang efektif.

2.1.3. Konsep Kebijakan Publik
Syafiie (2006; 43) mengatakan bahwa kebijakan dengan kebijaksanaan
haruslah dibedakan sebab kebijaksanaan-adalah penerapan regulasi yang telah
ditetapkan sesuai kondisi dan situasi ketika kebijakan .itu dibuat oleh pejabat
ataupun instansi yang berwenang. Sedangkan Kebijakan publik adalah semacam
jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan,
mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur,
inovasi dan pembuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.
Pasolong, 2007 menyatakan pada dasarnya ada perbedaan antara konsep
"kebijakan" dan kebijaksanaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif
yang Slap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan
berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang
sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan
kemanusiaan, keadaan gawat dan lain-lain..Kebijakan merupakan suatu hasil
analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada
keputusan tentang alternatif terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu
mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena
alasan tertentu. Kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah

ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang
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benvewenang. Dengan perbedaan definisi tersebut di atas, maka seharusnya

dalam implementasinya juga harus berbeda.

Keban (2004; 32) mengartikan kebijakan publik merupakan produk, sebagai
suatu kerangka kerja dan sebagai-suatu proses. Sedangkan menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia Kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang
dijadikan garis dasar rencana-datam ‘pelaksanaan, pekerjaan, kepemimpinan, serta
cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya).

Sedangkan menurut Anderson (1984:113) dalam (Satria 2017;56),
kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang
pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya
Anderson mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan
prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah
sedangkan kebijakan prosedural vyaitu siapa_dan'bagaimana kebijakan tersebut
Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau-mendasar, yaitu (a)
UuUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e)
Peraturan Daerah.

1. Kebijakan Publik yang bersifat (meso) atau menengah, atau penjelas
pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat
Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan
Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama
atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.

2. Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk
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kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di

bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

.'o..

. Kebijakan teknis,

kebijakan pelaksanaan.

George C. Edwads Il mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi
implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi
untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari
kesuksesan kebijakan publik Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka

Edwards 111 (1980:10) mempertimbangkan dan menawarkan empat faktor dalam
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mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: Communication, Resourches,
Dispotition or Attitudes, and bureaucratic Structure” menjelaskan empat faktor
dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

Keberhasilan implementasi_kebijakan-mensyaratkan agar implementor
memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus
disosialisasikan kepada kelompok: sasaran sehinga akan mengurangi distorsi
implementasi. Di sisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung
oleh sumberdaya yang berupa sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi
implementor dan sumberdaya finansial. Sumber daya manusia harus memiliki
watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain-
lain. Apabila implementor memiliki watak dan karakteristik yang baik, ia akan
dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan. Selain hal tersebut.kKeberhasilan implementasi kebijakan harus didukung
oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap
organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang

menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

2.1.4. Konsep Kebijakan Sosial

Kebijakan sosial adalah merupakan salah satu bentuk dari kebijakan publik.
Kebijakan sosial merupakan ketetapan pemerintah yang dibuat untuk merespon
isu-isu yang bersifat publik, yakni mengatasi masalah sosial atau memenuhi
kebutuhan masyarakat banyak. Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006:

4):
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In short, social policy refers to what governments do when they attempt to

improve the quality of people’s live by providing a range of income support,

community services and support programs.

(pencegah
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perundang-undangan, hukum atau peraturan daerah yang menyangkut masalah dan
kehidupan sosial adalah wujud dari kebijakan sosial. Namun, tidak semua kebijakan
sosial berbentuk perundang-undangan.

1. Peraturan dan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan

membuat kebijakan publik yang mengatur pengusaha, lembaga pendidikan,



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

29

perusahaan swasta agar mengadopsi ketetapan-ketetapan yang berdampak

langsung pada kesejahteraan.

2. Program pelayanan sosial. Sebagian besar kebijakan diwujudkan dan

kebijakan publik la | .ﬂ'ﬂﬂ’ ebih luas daripada

kebijakan sosial. Kebijakan t Qr' bersih, pertahanan dan
">

keamanan merupakan bebe ontoh kebijakan publik. Sedangkan kebijakan

mengenai jaminan sosial, seperti bantuan sosial dan asuransi sosial yang umumnya

diberikan bagi kelompok miskin atau rentan, adalah contoh kebijakan sosial.

2.1.5. Konsep Implikasi
Implikasi adalah suatu efek atau akibat yang di dapatkan apabila obyek di

berikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja serta dampak dari ini
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akan bisa di lihat dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu istilah tersebut akan

ada dalam sebuah laporan penilitian khususnya karena akan memberikan suatu hasil

yang di inginkan maupun yang di harapkan bagi pembacanya.

1 ol asinya meruy a.sestlaty yang ciasilkan dari
proses p . Dengan kat i"adalah akibat dan
akibaty

2. Silalahi,

yaitu:
e Teoritis, Jenis teoritis yaitu sebuah kajian yang mendasar untuk mendukung
tentang adanya penelitian yang juga memungkinkan untuk dapat di lakukan.

Biasanya jenis teoritis bisa digunakan untuk meyakinkan orang.
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e Manajerial, Jenis ini yaitu sebuah kebijakan yang di dalamnya terdapat
sebuah objek yang sedang di lakukan atau di teliti. Kebijakan ini biasanya

berupa kode etik yang harus dapat di teliri serta ada 2 jenis kebijakan yakni:

nasikan secara
sadar, dengan se atasan yang relatif : g bekerja atas
dasar yang teru J v ncal ": U3 ma atau sekelompok
tujuan. Organisasi dipe Sua al untuk mencapai

tujuan bersama melalui 1a/kela alan o umber daya manusia

manajemen orang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi komunikasi,
kepemimpinan, dan motivasi. Dengan melakukan fungsi tersebut, orang-orang atau
kelompok yang bekerja sama dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk
mencapai tujuan organisasi (Robbins: 2011;65).

Perilaku organisasi adalah “sebuah bidang khusus yang memiliki pokok

ilmu pengetahuan yang umum mencakup tiga faktor penentu perilaku dalam
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organisasi: individu, kelompok, dan struktur dan penerapannya untuk membuat
organisasi bekerja lebih efektif” (Hasibuan: 2011;23). Perilaku organisasi adalah

“aktualisasi pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana orang bertindak di dalam

kebutuhannya
ehingga harus

alat organisasi

usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan™.

Sedangkan definisi organisasi menurut Dimock yang dikutip oleh Soewarno
Handayaningrat (1981:42) mengemukakan bahwa: "Organisasi adalah perpaduan
secara sistematis daripada bagian bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan
untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan

pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah di tentukan™.
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Organisasi merupakan sarana/alat bagi orang-orang dalam bekerja sama
untuk mencapai tujuan yang mempunyai harapan terhadap hubungan kerja yang

saling berhubungan satu sama lain. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas maka

suatu tujua

Jadi pa arnya didalam ubungan yang

n setiap indivio

. b .

saling berka asi tersebut harus

mampu me uan organisasi.

Sumber dayz

2.1.7.

g dilakukan oleh
Negara dalam m epentingan Negara
sendiri, jadi tidak d anya menjalankan tugas
eksekutif saja, melainkan j ainnya termasuk legislatif dan

yudikatif. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha
masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat (Jamaludin, 2015 ;111).

Widjaja (2013; 5) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang

bersifat istimewa.” Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah
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keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan
masyarakat.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, desa adalah suatu

diangkat bupati/walikotamadyza ] Upun walikota administratif.

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi
pemerintahan Desa merupakan organisasi penyelenggara pemerintahan Desa yang
terdiri atas:

a) Unsur Pimpinan, yaitu kepala Desa,

b) Unsur Pembantu Kepala Desa (Perangkat Desa), yang terdiri atas:
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1. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris
desa.

2. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan

perangkat : - S s lainnya. Yang
dimaksud d n “perangkat d "j i -H :: : tentuan ini adalah perangkat
pembantu kepala desa yz : i il ‘ teknis lapangan
seperti kepala urusa : : : sun atau dengan

sebutan lain. era X : 3 an uhan, kondisi sosial

2.1.8. Konsep Goog QQ

Menurut Daniri (20C . ecara harfiah, governance kerap diterjemahkan
sebagai “pengaturan”. Adapun dalam konteks good governance, governance sering
juga disebut “tata pamong”, atau penadbiran — yang terakhir ini, bagi orang awam
masih terdengar janggal di telinga. Karena istilah itu berasal dari kata Melayu.
Alijoyo (2004) menyebutkan governance dalam arti sempit pada dasarnya berbicara
tentang dua aspek yakni, governance structure atau board structure dan governance

process atau governance mechanism pada suatu perusahaan. Governance structure
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adalah struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran diantara
berbagai organ utama perusahaan yakni Pemilik/Pemegang Saham,
Pengawas/Komisaris, dan Pengelola/Direksi/Manajemen. Sedangkan governance
process membicarakan tentang.mekanisme. kerja dan interaksi aktual di antara
organ-organ tersebut. Meskipun pada dasarnya governance process dipengaruhi
oleh governance structure, mekanisme: kerja dan interaksi aktual diantara organ-
organ korporasi dapat berjalan menyimpang dari struktur yang ada.

Turnbull (1997) seperti yang dikutip oleh Syakhroza mendefinisikan
governance dari berbagai macam disiplin ilmu misalnya hukum, psikologi,
ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu
agama. Oleh karena itu seringkali kita melihat beberapa pakar mendenifisikan
governance secara eksplisit berbeda.

Menurut Jubaedah (2007), mengutip dari Cadbury (Stijn Claessens: 2003)
menyatakan bahwa governance berhubungan erat dengan upaya untuk
mempertahankan keseimbangan antara tujuan ekonomi dengan sosial dan antara
tujuan individual dengan tujuan secara bersama dari.suatu perusahaan atau entitas
usaha. Sedangkan menurut FCGI.(Forum fer.Corporate Governance in Indonesia)
good governance didefinisikan sebagal seperangkat peraturan yang menetapkan
hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan
serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan
hakhak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan. Menurut UNDP tentang definisi good governance

adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor
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swasta dan masyarakat, dalam prinsip-prinsip; partisipasi, supremasi hukum,

transparansi, cepat tanggap, membangun konsesus, kesetaraan, efektif dan efisien,

bertanggungjawab serta visi stratejik.

independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai Kinerja

yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

2.1.9. Konsep Knowledge Managament
Secara umum manajemen pengetahuan (Knowledge Management/KM)

dapat dipahami sebagai suatu langkah-langkah sistematis dalam mengelola asset
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intelektual/pengetahuan dan berbagai informasi dari individu/perorangan
(personal) dan organisasi untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing dan

memaksimumkan nilai tambah serta inovasi. KM tidak dibatasi pada perangkat

Orang me

merupakan

creation),

pertanggungjawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya dana atau
uang dalam sebuah instansi organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau

siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian diikuti
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dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan.

Menurut Nurcholis (2011: 82) menjelaskan bahwa pendapatan desa

1) Pene asal dari ha a, ha ayaan desa,

pendapatan
2) Bagi (sepuluh per
n diperuntukan

bagi de
3) Bagian

kabupaten/kota 10 se per seratus), yang

dibagi ke setiz : anp 3 /a ; alokasi dana desa.

4) Bantuan | erinta Vi , dan pemerintah

5)
pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan

untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.
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2.1.11. Pembangunan Masyarakat

Smith, 1979, menyatakan bahwa istilah pembangunan masyarakat
(community development) secara global dapat terlihat dari konsekuensi terjadinya
kegerakkan pembaharuansosial.di Inggris dan.di Amerika Utara pada sekitar akhir
pertengahan abad ke 18. Pembangunan masyarakat pada awalnya merupakan suatu
program pemerintah kolonial Inggris'yang diterapkan pada negara-negara di dunia
ketiga sebagai bagian dari proses dekolonosasi. Barulah sekitar tahun 1950-1960
pembangunan masyarakat (community development) yang ketika itu masih disebut
sebagai “community organization” telah diterapkan pada daerah-daerah urban dan
terpencil (rural) di Amerika Utara. Sebagai kansekuensinya, program-program
yang bercirikan dengan pembangunan masyarakat ini .semakin mencuat
kepermukaan sejak sekitar tahun 1960-1970 melalui kegiatan pembangunan yang
dimotori oleh program-program pemerintahan yang anti kemiskinan, baik yang ada
di negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang sedang berkembang.

Kemiskinan adalah disebabkan adanya ketimpangan distribusi kekayaan,
pendapatan, lahan kerja, dan lain sebagainya, termasuk disebabkan oleh kekuatan
politik. Oleh Sebab itu diperlukan ‘suatu..mobilisasi masyarakat untuk suatu
perubahan sosial, vyaitu berupa pembangunan masyarakat (community
development). Pentingnya suatu partisipasi sosial sebagai penggerak transformasi
sosial juga dapat dipraktikkan didalam kontek pendidikan, seperti oleh tokoh
pendidikan dan filsafat Brasil, Paulo Freire (1921-1997), yang terkenal oleh karena
karya monumentalnya “Pedagogy of the Oppressed” adalah salah satu dari

penggagas kegerakan partisipasi sosial, disamping Saul Alinsky dengan prinsip
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“Rules for Radicals”nya dan dalam area ekonomi sosial oleh EF Schumacher
dengan “Small is Beautiful’nya.

Pemakaian istilah pembangunan masyarakat (community development)

developme : d - ingkaian konferensi

yang diad musim panas
pada wak “Community
Developme kens « ’ 008 ;34) yang

s istilah “Mass

masyarakat (community development) mau tidak mau harus bertumpu dan bermuara
pada dua kutub elementalnya, yaitu kutub pertama adalah kutub “Community”
yakni menunjuk pada kualitas pembangunan masyarakat yang menempatkan
pentingnya suatu hubungan sosial dalam masyarakat setempat. Dan kutub yang
kedua adalah kutub “Development” yakni menunjuk pada arah pembangunan

masyarakat yang memiliki sifat kegerakan komunitas dari masyarakat yang
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terencana dan berproses atau gradual menuju ke arah suatu pembangunan

(Blackburn, 1989 dalam Adi, 2008; 36).

Mardikanto & Soebiato (2013: 18) lebih lanjut merangkum beberapa

Didalam melaksanakan pembangunan masyarakat tersebut, pendekatan yang
dipakai dalam melalukan interaksi sosial harus menekankan pada proses social
learning yang didalamnya terdapat interaksi kolaboratif antara birokrasi dan
komunitas mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek dengan

mendasarkan saling belajar; dan
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5. Terjadinya suatu proses pembentukan jejaring (networking) antara birokrasi dan
lembaga swadaya masyarakat, yaitu berupa satuan-satuan organisasi tradisional

yang mandiri. Jejaring sosial ini harus merupakan suatu bagian yang integral

RN

' 2ra
' .
&;
ﬂ.

keterbelakangan. Oleh sebab itu upaya pemberdayaan semestinya adalah
menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang.

Sementara itu menurut Aziz dan Ali, 2005 mengemukakan bahwa untuk
mendorong kemandirian masyarakat merupakan suatu proses dimana

pemberdayaan masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke
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sumber daya pembangunan, di dalam mengembangkan perikehidupan mereka.
Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses
partisipatif dimana masyarakat akan bekerja sama.

Sedangkan® menurut. Widjaja, 2008,.menyatakan bahwa pemberdayaan
masyarakat merupakan usaha membangkitkan segala kemampuan yang dimiliki
untuk mencapai tujuan melaluicperwyjudanspotensi kemampuan yang mereka
miliki. Untuk mencapai tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta
penghargaan dan pengakuan bagi mereka untuk berprestasi. Masyarakat yang
mandiri akan menunjukkan ciri sebagai masyarakat membangun.

Menurut Robert Dahl (1973:50) dalam (Asfi and Wijaya 2015 ; 38)
pemberdayaan-diartikan sebagai pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau
mengontrol. Sedangkan Menurut Korten (1992) dalam (Asfi and Wijaya 2015; 43)
pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan
kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non-material melalui
redistribusi modal. Menurut Gibson & Woolcock (2005:1) dalam Andiyoso
(2009:23) pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu
dalam menentukan pilihan dan mewujudkan.pilihan tersebut dengan tindakan nyata

Arti dari konsep pemberdayaan adalah suatu proses melepaskan situasi atau
keadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau
ketiadaan otoritas, keterpinggiran, ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan
hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan. Hal ini dinyatakan oleh Sumaryadi ,2013
bahwa dengan diberdayakan diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan

baru untuk dapat mereposisi status yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan
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status yang diharapkan. Kemudian Sumodiningrat mengatakan bahwa konsep

pemberdayaan masyarakat itu adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dilakukan pada masing-masing aspek

prinsip-prinsip

pemberdaya mberdaya are dapat pula

metode atau teknik pemberdayaan maupun teknologi yang ditawarkan harus
berbasis pilihan masyarakat sampai pada ukuran keberhasilan berdasarkan
ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.

2. Kegiatan yang akan dilakukan, sumberdaya, teknologi serta pihak-pihak yang

terlibat dalam pelaksanaan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

46

manfaat terhadap perbaikan mutu hifup atau kesejahteraan masyarakat

penerima manfaatnya disebut pendekatan ksejahteraan

. menurut Mardikanto and Subieto, 2013 bahwa Pendekatan pembangunan

el

)
QD
b}
)
—~

+ WAL

4. Merealisasi perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat

miskin secara penuh.

5. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin

6. Redistribusi pembangunan yang lebih merata.
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Rubiyanah, Minarsih dan Hasiolan (2016; 58), membagi pemberdayaan
menjadi beberapa tahap yaitu: pertama, tahap penyadaran dengan memberikan

masyarakat pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk menjadi berada dan

e
:ﬁw!.
e
“
“
-

2.1.13. Kon

sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas
pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Asas
akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan

kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tiwinarni, 2017:18).
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Suatu entitas dikatakan akuntabilitas ketika entitas tersebut mampu
menyajikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah
diambil, memungkinkan pihak di luar organisasi me-review informasi tersebut, dan
adanya tindakan korektif jika diperlukan. Sistem birokrasi pemerintah yang dapat
dinilai secara objektif oleh masyarakat akan dinilai dari sistem yang akuntabel.
Selain itu, - Akuntabilitas. ~Publik= ‘menjadi upaya pemerintah dalam
menyelenggarakan pemerintahan ke arah yang lebih baik (Astuty, 2013).
Akuntabilitas-merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan
(Governance). Akuntabilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering
dikaitkan dengan beberapa konsep seperti answerability, responsibility, liability
dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan
pelaksana mandat (Wibisono, 2018:6). Mardiasmo (2016:46) akuntabilitas adalah
sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan

sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

2.1.14. Konsep Modal Sostal
Menurut Hasbullah (2006;19) ada enam unsur pokok dalam modal sosial

berdasarkan dari berbagai pengertian modal sosial yang telah ada, yaitu:

1) Participation in a network (Partisipasi di Dalam Jaringan).
Kemampuan sekelompok orang masyarakat untuk melibatkan diri
dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan

yang saling berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan
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(voluntary), kesamaan (equality), kebebasan (freedom), dan keadaban

(civility). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk

selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan

dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain
tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam, 1993, 1995,
dan 2002, dalam Hasbullah 2006;18). Tindakan kolektif yang didasari
saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai

bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama. Hal ini
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memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan kontribusi pada

peningkatan modal sosial.

4)

5)

kehidupan kelompok masyarakat tertentu serta mempengaruhi aturan
bertindak dan berperilaku masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola
cultural.

6) Proactive action (Aksi Proaktif)

Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja

berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota
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kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan
diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan

sosial dan menguntung-kan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari

%Q‘

pula sebagai ciri sacrec

Menurut Putman (1993) dalam Hendry (2015), pada masyarakat sacred
society dogma tertentu mendominasi dan mempertahankan struktur masyarakat
yang totalitarian, hierarchical dan tertutup. Di dalam pola interaksi sosial sehari-
hari selalu dituntun oleh nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan
level hierarki tertentu dan feodal. Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015)

menyatakan, pada masyarakat yang bonded atau inward looking atau sacred,
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meskipun hubungan sosial yang tercipta memiliki tingkat kohesifitas yang kuat,
akan tetapi kurang merefleksikan kemampuan masyarakat tersebut untuk
menciptakan dan memiliki modal sosial yang kuat. Kekuatan yang tumbuh
sekedar dalam-batas kelompok dalam keadaan tertentu, struktur hierarki feodal,
kohesifitas yang bersifat bonding social capital. Salah satu kehawatiran banyak
pihak selama ini adalah terjadinya pentrunan keanggotaan dalam perkumpulan
atau asosiasi, menurunnya ikatan kohesifitas kelompok, terbatasnya jaringan-
jaringan sosial yang dapat diciptakan, menurunnya saling mempercayai dan
hancurnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang tumbuh dan berkembang
pada suatu entitas sosial. Misalnya seluruh anggota kelompok masyarakat
berasal darisuku yang sama. Apa yang menjadi perhatian terfokus pada upaya
menjaga nilai-nilai yang turun temurun yang telah diakui dan dijalankan sebagai
bagian dari tata perilaku-(code conduct) dan perilaku moral (code of ethics).
Mereka lebih konservatif dan mengutamakan solidarity making dari pada hal-
hal yang lebih nyata untuk membangun diri dan kelompok masyarakatnya
sesuai dengan tuntutan nilai-nilai dan norma-norma yang lebih terbuka. Dapat
ditarik suatu benang merah. bahwa, \adalah keliru jika pada masyarakat
tradisonal yang socially inward looking kelompok-kelompok masyarakat yang
terbentuk dikatakan tidak memiliki modal sosial. Modal sosial itu ada, akan
tetapi kekuatannya terbatas pada satu dimensi saja, yaitu dimensi kohesifitas
kelompok. Kohesifitas kelompok yang terbentuk karena faktor keeratan
hubungan emosional ke dalam yang sangat kuat. Keeratan tersebut juga

disebabkan oleh pola nilai yang melekat dalam setiap proses interaksi yang juga
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berpola tradisional. Mereka juga miskin dengan prinsip-prinsip kehidupan
masyarakat modern yang mengutamakan efisiensi produktivitas dan kompetisi
yang dibangun atas prinsip pergaulan yang egaliter dan bebas. Konsekuensi lain
dari sifat dan.tipologr ketertutupan sosial.ini adalah sulitnya mengembangkan
ide baru, orientasi baru dan nilai-nilai serta norma baru yang memperkaya nilai-
nilai dan_norma yang telah: 'ada.- Kelompok bonding social capital yang
terbentuk pada akhirnya memiliki resistensi kuat terhadap perubahan.

Hasbullah(2006) dalam Hendry (2015), menyatakan bahwa Modal Sosial
menjembatani bentuk modal sosial biasa juga disebut bentuk modern dari suatu
pengelompokan, grup, asosiasi atau’ masyarakat. = Prinsip-prinsip
pengorganisasian yang dianut didasarkan ‘pada prinsip-prinsip universal
tentang: persamaan, kebebasan, serta nilai-nilai kemajemukan dan
humanitarian (kemanusiaan, terbuka, dan mandiri). Bahwasanya setiap anggota
dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama
disebut prinsip persamaan. Kebebasan berbicara akan mendapatkan ide-ide
cemerlang dan kreatif disepakati bersama dan.dijalan kan oleh pemimpin
kelompok beserta anggota kelompoknya. Saling menghotmati merupakan
prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, grup, kelompok, atau suatu
masyarakat. Sikap saling membantu, saling mengerti dan berempati terhadap
orang lain merupakan dasar dari ide humanitarian. Masyarakat yang heterogen
dari berbagai ragam unsur latar belakang budaya dan suku yang berbeda, akan
tetapi setiap anggota kelompok memiliki akses yang sama untuk membuat

jaringan atau koneksi keluar kelompoknya dengan prinsip persamaan,
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kemanusiaan dan kebebasan yang dimiliki. Pada dimensi kemajemukan
terbangun suatu kesadaran yang kuat bahwa hidup yang berwarna warni,
dengan beragam suku, warna kulit dan cara hidup merupakan bagian dari
kekayaan manusia. Pada spektrum ini kebencian terhadap.suku, ras, budaya dan
cara berpikir yang berbeda berada pada titik yang minimal. Kelompok ini
memiliki _sikap dan pandangan yang terbuka dan senantiasa mengikuti
perkembangan dunia di luar kelompok masyarakatnya (outward looking).
Bentuk modal sosial yang menjembatani (bridging capital social) umumnya
mampu memberikan kontribusi besar bagi perkembangan kemajuan dan
kekuatan magsyarakat. Hasil-hasil kajian dibanyak negara menunjukkan bahwa
dengan tumbuhnya bentuk modal sosial yang menjembatani ini memungkinan
perkembangan dibanyak dimensi kehidupan, terkontrolnya korupsi, semakin
efisiennya pekerjaan-pekerjaan pemerintah, mempercepat keberhasilan upaya
penanggulangan kemiskinan, kualitas hidup manusia akan meningkatkan dan
bangsa menjadi jauh lebih kuat.

Persoalannya menurut Hasbullah (2006) dalam Hendry (2015), fakta yang
ada di negara-negara berkembang menunjukkan kecenderungan bahwa dampak
positif modal sosial dari mekanisme outward looking tidak berjalan seperti yang
diidealkan. Walaupun asosiasi yang dibangun oleh masyarakat dengan
keaggotaannya yang heterogen dan dibentuk dengan fokus dan jiwa untuk
mengatasi masalah sosial ekonomi masyarakat (problem solving oriented), akan

tetapi tidak mampu bekerja secara optimal.
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3. Modal Sosial Jaringan merupakan modal sosial yang menghubungkan dan
menjangkau orang-orang yang berbeda pada situasi berbeda seperti mereka
yang sepenuhnya ada di luar komunitas, sehingga mendorong anggotanya
memanfaatkanbanyak sumber daya daripada yang tersedia di dalam komunitas
(Fauziah, 2014). Dalam pengembangan suatu komunitas diperlukan berbagai
potensi dan sumberdaya baik: Secara internal .maupun eksternal. Modal sosial
khususnya jaringan dan relasi-relasi merupakan potensi yang dapat
mensinergikan dan mengungkap potensi dan modal lainnya. Potensi modal
jaringan dan relasi menjadi inti dalam dinamika pembangunan suatu komunitas.
Kompleksitas jaringan dan relasi yang tercipta. dalam suatu komunitas
merupakansalah satu indikator kekuatan yang dimiliki komunitas. Jaringan dan
relasi tidak hanya terbatas pada yang bersifat horizontal, tapi juga yang bersifat
vertikal hirarkhis, 11 oleh, karena itu semua_hentuk jaringan dan relasi menjadi
penting untuk diperluas sebagai upaya dinamis bagi komunitas dalam mengatasi
masalah yang mereka hadapi. Seregaldin & Grooteart dalam Muspida (2007)
dalam Heliawaty  (2014) melihat bahwa modal. sosial juga relevan dengan
hubungan hirarkhi organisasiwertikal, struktur organisasi formal, ragam politik
dan sistem hukum, sistem pengadilan dan kebebasan politik. Modal sosial
penting bagi warga untuk memperoleh akses pada kekuasaan dan sumber-
sumber yang instrumental dalam memperkuat pengambilan keputusan dan
formulasi kebijakan.

Menurut Kearns (2007), bahwa relasi-relasi sosial antar individu-individu

dan kelompok-kelompok dalam strata sosial yang berbeda secara hierarkhis
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disebut linking social capital. Modal sosial yang bersifat lingking tersebut

menunjukkan suatu bentuk kekuatan komunitas. Persoalannya adalah

bagaimana potensi tersebut dioptimalkan? Potensi tersebut sangat ditentukan

kasi Modal
huluan Suak
Hilir

3 n a network / Partisipasi di Dalam Jaringan.
b) Reciprocity (Tukar Menukar Kebaikan)

c) Trust (Kepercayaan)

d) Socio Norm (Norma Sosial)

e) Value (Nilai)

f) Proactive action (Aksi Proaktif)

= =

Terwujudnya modal sosial dalam pengelolaan Alokasi
Dana Desa yang efektif dan efisien

Sumber: Olahan Penulis, 2021
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2.3.  Penelitian Terdahulu
Dalam Penelitian ini Penulis Memaparkan Penelitian Terdahulu Yang

Relevan Dengan Permasalahan Yang Akan Diteliti Tentang Peran Modal Sosial

Dalam Pelaksanaan  Alokasi-.Dana Desa.«(ADD)  Di “Kepenghuluan Suak

Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Penelitian

Terdahulu Tentang Modal Sosial-Adalah:

1. Titi Darmi (2016) Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal sosial pada
sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan dana desa): Faktor
penyebabnya adalah : 1. Kebijakan/ Regulasi Provinsi/ Kabupaten belum
mengintegrasikan kesetaraan gender disetiap program kerja sesuai Peraturan
Pemerintah"Nomor 7 Tahun 2005 Bahwa Sasaran Pembangunan Kedua
Diprioritaskan Kepada Keadilan Gender; 2) Masih Sebagian Masyarakat
Memiliki Persepsi. Memposisikan Perempuan Hanya Pada Urusan Rumah
Tangga, Sementara Laki Laki Lebih Layak Diposisikan Pada Sektor Publik; 3)
Masih Rendahnya Kapasitas Kelembagaan PKK, Posyandu, Dasawisma Dan
Lain Lain Sebagai Organisasi Yang Menaungi-Para Perempuan Dan Masih
Rendah Kapasitas Individu Kaum Perempuan.

2. Muh. Yusuf Shaleh (2020) Peran Modal Sosial dan Partisipasi Dalam
Pemberdayaan Masyarakat: Dalam Pemberdayaan Terdapat Beberapa Aspek
Penunjang Keberhasilan Penerapannya Di Masyarakat Diantaranya : 1.)Modal
Sosial, Dan 2.)Partisipasi Sosial. Modal Sosial Memiliki Aspek Berupa Perekat
Sosial, Jembatan Sosial, Dan Jaringan Sosial Yang Berkontribusi Dalam

Menguatkan Peran Kolektif, Meminimalisir Perbedaan Kepentingan Dan
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Keinginan Dalam Kelompok Maupun Antar Kelompok, Memudahkan Akses
Informasi Dan Koordinasi, Serta Perluasan Jaringan Yang Mampu Membuka
Partisipasi Yang Lebih Luas Dari Banyak Pihak. Sedangkan Partisipasi Sosial
Memiliki Peran Memunculkan Masyarakat-Yang Kritis Dalam Memetakan Dan
Menemukan Solusi, Menjadi Inisiator Dan Perancang Kemajuan Dalam
Kehidupan Sosialnya, Mampu ‘Meminimalisir Ketergantungan Pemberian
Pihak ' Lain, Mampu. Mengelola Sumber Daya .Secara™ Mandiri, Dan
Megembangkan Potensi Individualnya Dalam Merencanakan Menyusun,
Mengontrol. Dan Mengelola Program Program.Yang Mereka Usung Secara
Mandiri.

. Siswanto Masruri (2013) dalam jurnal Penelitian Keagamaan menjelaskan
Kajian Tentang System Social Pemberdayaan Ekonomi Sebagai Upaya
Memahami Kondisi Yang_ Melatar Belakangi Keberhasilan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Tani Desa.

. Suparman (2021) dalam jurnal ilmu kesejahteraan sosial yang berjudul Peran
Modal Sosial dalam pelaksanaan Dana desa sukamaju kecamatan air periuk
Kabupaten seluma dijelaskan. Hasil Penelitian Menunjukkan, Bahwa Modal
Sosial Telah Berperan Sebagai Bonding Perekat Dalam Menjembatani
Terlaksananya Program Pembangunan Desa Melalui Dana Desa Yang
Diperoleh Dari APBN, Terlihat Dari Kegiatan Yang Diselenggarakan Berjalan
Sesuai Dengan Aspirasi Dari Masyarakat Desa. Namun Demikian Modal Sosial
Berperan Negatif Dalam Menjaga Keberlanjutan Program Bundes, Yaitu Ada

Keengganan Untuk Memberikan Sanksi Pada Debitur Yang Macet. Selain Juga
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Program Pemberdayaan Belum Sepenuhnya Berjalan Sebagaimana Mestinya.
Ketergantungan Pada Dana Desa Menjadi Penentu Berjalan Program. Hal Ini

Dikarenakan Pemahaman Tentang Konsep Pemberdayaan Yang Sempit Dari

Kemiskinan Di Perdesaan Indonesia.

Dalam penelusuran penulis terkait dengan relefansi penelitian yang penulis
lakukan dengan penelitian — penelitian terdahulu yang sudah penulis rangkum pada
tabel diatas. Pada artikel Darmi, (2016 ; 2), Shaleh (2020;1), Masruri (2013;3),

Suparman (2021; 1), dan Nasution A (2016;1) pada dasarnya memiliki fokus yang
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sama dengan kajian yang ingin penulis lakukan yakni terkait dengan modal sosial.
Akan tetapi Shaleh (2020;1), Masruri (2013;3), dan Nasution A (2016;1) dalam
kajian tentang modal sosial tidak berfokus pada keterkaitan modal sosial dan dana
desa, seperti Shaleh (2020;1) yang berfokus-pada Madal Social dan Partisipasi
Sosial, Masruri (2013;3) yang berfokus pada modal sosial dan pemberdayaan
ekonomi masyarakat, dan Nasution A(2016;1), yang berfokus pada modal sosial
dan kemiskinan.

Dalam literatur review yang penulis lakukan penelitian Darmi, (2016 ; 2)
dan Suparman (2021; 1) yang sama — sama berfokus.dengan modal sosial dan dana
desa, dua penelitian ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan apa yang penulis
ingin teliti, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitian yang ingin lakukan
dengan penelitian tersbut. Penelitian Darmi, (2016 ; 2) memiliki fokus modal sosial
dan dana desa pada ruanglingkup optimalisasi peran perempuan dalam pengelolaan
dana desa berbasis modal sosial dan Suparman (2021; 2) yang berfokus pada modal
sosial dan dana desa, adapun perbedaan yang mendasar pada penlitian ini adalah
terkait dengan fenomena yang tejadi di dalam penelitian ini, Suparman (2021; 3)
menjelaskan bahwa Modal Sesial.Telah Berperan Sebagai Bonding Perekat Dalam
Menjembatani Terlaksananya Program Pembangunan Desa Melalui Dana Desa
yang diperoleh dari APBN, perbedaan yang mendasar dengan apa yang akan
penulis lakukan dalam penelitian ini adalah pada ruang lingkup sumber pendapatan
desa yang ingin dikaji basis modal sosialnya, dimana Suparman (2021; 3) berfokus

pada dana desa yang berasal dari APBN sementara penulis fokus pada pendapatan
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desa yang berbasis modal sosial dalam konteks Alokasi Dana Desa yang berasal

dari APBD Kabupaten / Kota.

Dari penulusuran yang penulis lakukan diatas dalam kajian studi terdahulu

Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Implikasi dalam penelitian ini adalah suatu keterlibatan modal sosial dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung

Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
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. Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah alokasi dana desa yang berbasis
modal sosial dalam program pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak
Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

. Alokasi Dana’ Kepenghuluan, Selanjutnya disingkat. ADK, adalah dana
Perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Setelah dikurangi Dana Alokasi Umum.

Modal' Sosial .dalam  penelitian ini adalah sumber daya sosial belum
dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa untuk
kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak Temenggung
Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Participation in a network (Partisipasi di Dalam Jaringan) dalam penelitian ini
adalah Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu
jaringan hubungan. sosial,_melalui berbagai \variasi hubungan yang saling
berdampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berasal dari
ADD Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamtan Pekaitan Kabupaten Rokan
Hilir

Reciprocity (Tukar Menukar Kebaikan) dalam penelitian ini adalah
Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau
antar kelompok itu sendiri dalam penentuan ADD berbasis modal sosial di
Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamtan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
. Trust (Kepercayaan) dalam penelitian ini adalah kepercayaan dalam penetapan
ADD berdasarkan modal sosial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di

Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamtan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
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9. Socio Norm (Norma Sosial) dalam penelitian ini adalah Sekumpulan aturan
yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial
tertentu di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamtan Pekaitan Kabupaten
Rokan Hilir

10. Value (Nilai) dalam penelitian ini adalah Sesuatu ide yang telah turun temurun
dianggap benar dan penting “oleh: 'anggota kelompok masyarakat di
Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamtan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

11. Proactive action (Aksi Proaktif) dalam penelitian ini adalah Keterlibatan yang
erat dari Masyarakat untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari
solusi bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat di

Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

2.5. Operasional Variabel

Tabel 2.1 Operasional VVariabel Penelitian Tentang Implikasi Modal Sosial
Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak
Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
1 2 3 4
Implikasi Modal | Modal 1. Participation in | a. Tingkat Partisipasi
Sosial Dalam | Sosial a network / masyarakat
Mengelola Alokasi | (Hasbullah Partisipasi di b. Kesurelaan
Dana Desa (Add) Di | 2006) Dalam masyarakat dalam
Kepenghuluan Suak Jaringan. kegiatan
Temenggung pemberdayaan
Kecamatan Pekaitan 2. Reciprocity a. Keadilan dalam ADD
Kabupaten  Rokan (Tukar b. Pemerataan dalam
Hilir Menukar ADD
Kebaikan)
3. Trust a. Tingkat kepercayaan
(Kepercayaan) dalam Penyusunan
ADD
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Modifikas

-

4. Socio Norr
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Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
2 3 4
b. Aksi Kolektif dalam
penyusunan ADD
. Hubungan Sosial

0. Struktur Sosial

Keinginan terhadap
~ /ADD yang berbasis

”' al sosial
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BAB |11

METODOLOGI PENELITIAN

pendekatan kualitatif a galaman :'_ d ode ini dapat

menemukan dan mema ng enomena yang

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan
Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Adapun Alasan Penetapan Lokasi adalah
kepenghuluan ini merupakan pemenang lomba desa Tingkat Kabupaten Rokan

Hilir.
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3.3. Jenis Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari informan berupa

yang mengetahui mengenai ADD dan pengalokasiannya berdasarkan modal sosial
serta didukung dengan informan-informan lainnya yang mengetahui terkait dengan
alokasi dana desa, dan untuk memperkuat kevalitan data penelitian nantinya
diperlukan informan lainnya yaitu, aparatur desa yang menangani pengalokasian

ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan
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Hilir, yang terdiri dari: Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Tata Usaha
dan Umum.
Sedangkan Informan adalah orang yang dianggap mengetahui

permasalahan penelitia : indivi terlibat langsung

yang penting dalam penelitian ini menngunakan metode wawancara tak terstruktur
(in-depth interview) untuk mendapatkan data secara langsung kepada obyek
penelitian terkait Implikasi modal sosial dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)
di kepenghuluan suak temenggung kabupaten Rokan Hilir. Wawancara terstruktur
untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai implikasi modal

sosial mengelola alokasi dana desa di kepenghuluan suak temenggung
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b. Teknik Dokumentasi
Sedangkan Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data

sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang

3.6. Tekni

TR LAERARANS
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3.6.1 Re
Me
yang pokok

membuang

)

memberikan

menyusun pertanyaan dan menentukan informan dalam penelitian.
3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langsung selanjutnya adalah menyajikan data,
penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk uraian singkat, bagan,
hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman dalam

Sugiyono menyatakan “the most frequent from display data for qualitative research
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data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk
menyajikan data dalam penelitian

Display data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, data

Kecamat

3.6.3 Pe

masalah da nerupaka allisa angan yang berharga bagi
praktek da ngemba ano : oliti lakukan dalam

menganalisi
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BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

. 5 erbatasan denqga 3 adan Selat Melaka

administrasi dengan Kabupaten dan Kabupaten Bengkalis masih
indikatif. Secara adminsitrasi pemerintahan, Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020
terdiri dari 18 Kecamatan, 173 kepenghuluan, 25 Kelurahan, 1.504 RW dan 4.047

RT.

Kabupaten Rokan Hilir Secara atronomis, Kabupaten Rokan Hilir terletak

pada posisi 1°14” - 2°30° Lintang Utara dan 100°16° — 101°21° Bujur Timur.
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Kabupaten Rokan Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera yang berhadapan
dengan selat melaka. Posisi ini menjadi strategis dalam perdagangan lintas batas
antara Indonesia dan Malaysia, karena Kabupaten Rokan Hilir memliki banyak
pelabuhan-pelabuhan rakyat, seperti Pelabuhan Bagan Siapiapi, Pulau Halang,
Sinaboi, Panipahan dan Tanjung Lumba-lumba. Pelabuhan-pelabuhan ini pada
umumnya memiliki tujuan ke Malaysia dengansorientasi utama pelayanan adalah
Port Klang, yang terletak di negara bagian Selangor.. Pada wilayah daratan,
Kabupaten Rokan Hilir berada di wilayah timur pulau Sumatera, sehingga memiliki
posisi strategis sebagai lintas transportasi darat Sumatera. Posisi Kabupaten Rokan
Hilir yang berada disebalah Kota Dumai sebagail Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
menjadikan posisi Rokan Hilir semakin strategis dalam lintas perdagangan antar

daerah di Pulau Sumatera.

Keberadaan Kabupaten-Rokan Hilir,tersebut menggambarkan Kabupaten
Rokan Hilir berada pada posisi geostrategik yang dapat dimanfaatkan dalam
mendukung pembangunan daerah. Posisi geostrategis Kabupaten Rokan Hilir yang
berhadapan langsung dengan Selat Melaka, dapat berimplikasi secara langsung
pada kebijakan pemerintah pusat dalam-mendukung pengamanan dan menjaga
keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari kemungkinan
adanya gangguan dan ancaman dari luar negeri melalui pembangunan nasional di
Kabupaten Rokan Hilir. Letak geografis Kabupaten Rokan Hilir juga dapat
menentukan geoekonom daerah dan menjadi salah satu pertimbangan dalam
pengembangan ekonomi daerah untuk mendukung kamajuan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat daerah.
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Rokan Hilir

4.2

aerah Kabupaten
Rokan Hilir Nc 2camatan Pekaitan
Kecamatan Pekal en Rokan Hilir yang
terletak di belahan Pes bu Kota kabupaten Rokan

Hilir, dengan batas-batas wilaya

- Sebelah Utara : Kuala Sungai Rokan
- Sebelah Timur : Sungai Rokan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Bangko Pusako

Sebelah Barat : Kecamatan Kubu Babussalam
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Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Pekaitan Dari
aspek demografi penduduk berdasarkan data tahun 2020, Kecamatan Pekaitan

berjumlah 16.822 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 8.776 jiwa dan Perempuan

ecamatan Pekaitan

.@ ¢' panyak 13,

di wilayah Ke erd . puah, Puskesmas

Pembantu sebar bua :)h ‘ ' rakat dibidang

jasar bangunan
bangunan semi
permanen. Di 10 buah dengan

jenis koperasi

Pokok Kecamatan, Kelurahan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tugas
pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan

pembantuan.
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4.3 Gambaran Umum Kepenghuluan Suak Temenggung

Kepenghuluan Suak Temenggung merupakan sebuah Desa yang berdiri
pada tahun 1936. Di Desa Suak Temenggung terdapat sebuah sungai yang tidak ada
hulunya yang biasa disebut dengan Suak..Kemudian Nama Temenggung dari
sebuah Desa tersebut didapatkan dari sebuah kisah seseorang yang sedang
berladang di suak tersebut. Pada saat-itu-ia meletakkan sampannya pada kuala
sungai tersebut, namun pada saat ia sedang mencari daun nipah ia diterkam
harimau. Sehingga sejak saat itu ketika orang-orang bertanya dimana mereka
mencari daun_nipah maka mereka menjawab di tempat Temenggung diterkam
harimau. Sehingga sejak saat itulah desa tersebut disebut sebagai desa Suak
Temenggung hingga saat ini. Desa Suak Temenggung menjadi.Desa definitif yang
diakui oleh pemerintah pada tahun 1936. Pada saat itu masyarakat yang tinggal di
Suak Temenggung merupakan masyarakat Melayu asli yang bermata pencarian
sebagai petani di sekitar sungai rokan. Seiring berjalannya waktu, masyarakat asli
dari Kepenghuluan Suak Temenggung lama kelamaan tidak berkediaman didesa
tersebut dikarnakan sulitnya mendapatkan bahan pokok makanan yang jauh dari

desa tersebut.

Pada tahun 1981 di saat pemerintahan Presiden Soeharto, Desa Suak
Temenggung semakin berkembang pesat dengan bertambahnya penduduk
transmigrasi dari berbagai daerah dari pulau jawa. Sejak saat itu masyarakat melayu
asli desa Suak Temenggung dapat menjadi minoritas dan sebagian besar desanya
diisi oleh masyarakat transmigrasi. Dari awal berdirinya Kepenghuluan Suak

Temenggung dipimpin kepala Desa yang sejak Pemekaran kabupaten Rokan Hilir
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02 Oktober 1999 sebutan kepala desa menjadi Penghulu mereka yang berjasa

adalah :

1) Bpk. H. Hambali Th. 1936 sd. 194

4.3.1 Visi dan Misi Desa

4.3.1.1 Visi
Visi pembangunan Kepenghuluan Suak Temenggung yakni “Mewujudkan
Kepenghuluan Suak Temenggung sebagai pusat Pertanian dan Perkebunan

di Kecamatan Pekaitan yang berasaskan iman dan Taqwa 2025”.
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4.3.1.2 Misi

Untuk mencapai tujuan dari visi diatas, maka disusunlah misi sebagai

Langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut diatas sebagai berikut:

‘t‘\*a\\

S 3
-

. Menyusun regulasi desa dan menata dokumen-dokumen yang menjadi

kewajiban desa sebagai payung hukum pembangunan desa

4.3.2 Pemerintahan

Adapun Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Kepenghuluan (tupoksi)

Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 yakni:
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1) Sekretaris Desa

> Melaksanakan Ketatausahaan

> Melaksanakan Urusan Umum

n APBKep

Pengeluaran

3) Kepala Seksi Kesejahteraan
» Melaksanakan Pembangunan sarana prasarana perdesaan
» Melaksanakan Pembangunan bidang Pendidikan
» Melaksanakan Pembangunan bidang Kesehatan
» Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang Budaya, Ekonomi

dan Politik
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» Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang Lingkungan Hidup
dan Pemeberdayaan Keluarga

» Tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat bidang Pemuda, Karang

e

€W
ﬁ
»
lak

ACNAE S

Ty,

Tanggal, Isi surat, dan Tujuan kedalam buku ekspedisi

» Melaksanakan pencatatan dan pengelolaan data Perangkat Desa baik

yang baru diangkat ataupun sudah diberhentikan kedalam buku Aparat

Pemerintah Desa

» Mencatat ketersediaan prasarana perangkat desa dan kantor baik yang

sudah ada atau belum
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» Menyiapkan prasarana Rapat sebelum dan sesudah dilaksanakan
» Melakukan Pencatatan, pengarsipan, dan penghapusan

barang/bangunan yang telah akan/sudah dilaksanakan kedalam buku

mulai dari

» Menginventarisir data-data pembangunan

» Melakukan Monitoring dan Evaluasi program, serta penyusunan laporan

8) Kepala Dusun

» Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pelaksanaan Upaya
Perlindungan Masyarakat, Mobilitas Kependudukan, dan Penataan dan

Pengelolaan Wilayah
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» Mengawasi Pelaksanaan Pembangunan di Wilayahnya
» Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan dalam meningkatkan

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya

selenggar 3merintah de : 2 n.Permusyawaratan
Kepenghul S asyarakat secar anfaatan dan

pengalokas

desa.
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BAB V

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

5.1 Implikasi M ial dalam Mengelo i. Dana Desa (ADD) di
Kabupaten

W "'

LSS L N

Sumber: Badan riset dan informansi nasional (BRIN), 2022
Posisi modal sosial antara pemerintah dan masyarakat:
1. Kebijakan publik yang partisipsatif

Kepercayaan dalam kebijakan publik yang partisipatif adalah ketika

pemerintah membuat kebijakan dapat menanmpung aspirasi maka
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kepercayaan meningkat artinya masyarakat dilibatkan dlam perumusan,

kerjasama dalam program pemerintah.

2. Jaringan kerjasama.dalam kebijakan publik yang partisipatif

tungkan suatu

at norma sosial yang

pemerintah. Modal sosial meru a yg bekembang dimasyrakat yg
memunculkan norma gotong royong masyarakat kepenghuluan mesti memberikan

kepercayaan kepada masyarakat begitu juga sebaliknya pemerintah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kepenghuluan Suak Temenggung
Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dari aspek demografi penduduk

berjumlah 1.516 (seribu lima ratus enam belas) jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah
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817 (delapan ratus tujuh belas) jiwa dan perempuan berjumlah 758 (tujuh ratus lima

puluh delapan) jiwa seperti digambarkan pada tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 Data

ependudukan Kepenghuluan Suak Temenggung
3erdasarkan Jenis Ke

tergolong

sekolah dase
Tabel *
; 2N
No. Pendidikan | =~
1
2
3
4
5
6

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa rata-rata masyarakat Kepenghuluan Suak
temenggung berpendidikan rendah, yaitu hanya tamatan sekolah dasar dimana
tercatat sebanyak 1190 (seribu seratus Sembilan puluh satu) orang. Kemudian untuk
yang tamatan SLTP atau sederajat sebanyak 50 (lima puluh) orang, SLTA sebanyak
40 (empat puluh) orang, S1/diploma sebanyak 9 (Sembilan) orang, putus sekolah

30 (tiga puluh) orang dan yang buta huruf sebanyak 20 (du puluh) orang.
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Herlianto, 2017 menyatakan 2 (dua) alasan utama mengapa pemerintah daerah

perlu mempublikasikan laporan keuangan yaitu dengan alasan internal dan

eksternal.

tepat waktu. Namun demikian, pemerintah daerah masih belum menyelesaikan
pembayaran bulan desember tahun 2020, bulan november dan desember tahun

2021.

Dalam pelaksanaan ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan
Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, digunakan untuk pembangunan fasilitas fisik

seperti perbaikan irigasi/parit-parit, perbaikan jembatan, dan perbaikan kantor
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penghulu. Penentuan nominasi rencana kegiatan maupun anggaran kegiatan
disusun berdasarkan ketentuan program ADD yang ditentukan melalui musyawarah

desa. Musyawarah ini dipimpin oleh Penghulu Suak Temenggung yang dihadiri

terbilang yaknya jalan desa
berupa jal ‘ﬁ' S masyarakat
Begitu juga ’ rumah-rumah

memiliki tanggung jawab yang besar pula. Pemerintah desa harus mempunyai
prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa tersebut. Pemerintah desa wajib
Menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBkep. Laporan ini dimulai dari tahap

perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan sampai dengan

laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
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1. Tahap Perencanaan

Tahapan ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi

masyarakat yang ada di desa. Perencanaan dimulai dari musyawarah yang

Padata

dalam : s 56 hnya dilakukan oleh

tutup buku setiap akhir bulannya serta mempertanggungjawabkan kinerjanya

melalui laporan pertanggungjawaban.

. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan setiap semester kepada

bupati.
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Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten
Rokan Hilir telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan

keuangan desa sejak dikeluarkannya system ini oleh Kementerian Dalam

Penganggaran

Aparat pemerintah desa Bersama masyarakat menyusun Rencana Kegiatan
Pemerintah Desa yang mana didalamnya sudah termasuk rencana anggaran
biayanya. Berdasarkan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa inilah kemudian

dilakukan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

88

3) Pelaksanaan atau penatausahaan

Tahapan pengelolaan keuangan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu

penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran. Semua

4)
ggungjawaban
epada Badan

pelayanan pub alitas akuntabilitas

dan terbuka.

Adapun indikator yang ke gunakan untuk mengukur modal sosial
dalam mengelola ADD pada Kepenghuluan Suak Temenggung, maka penulis
menggunakan dimensi modal sosial yang terdiri dari Participation in a network /
Partisipasi di Dalam Jaringan, Reciprocity (Tukar Menukar Kebaikan), Trust

(Kepercayaan), Socio Norm (Norma Sosial), Value (nilai) dan Proactive action

(Aksi Proaktif). Indikator-indikator inilah yang menentukan bagaimana efek atau
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implikasi modal sosial dalam mengelola ADD pada Kepenghulan Suak

Temenggung.

dasar prinsi

dan keadab:s

pemberdayaan masyarakat desa, yang mana salah satunya adalah kegiatan pelatihan
masyarakat teknologi tepat guna sesuai Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020.
Dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan kemampuan anggota untuk
terlibat dan berpartisipasi dalam mengelola ADD mengingat pentingnya untuk
membentuk pola hubungan yang baik serta dapat juga menentukan kuat atau

tidaknya modal sosial suatu kelompok tersebut. Pada proses penyusunan Rencana
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Kerja Pemerintah Kepenghuluan (RKPK), Kepenghuluan Suak Temenggung masih
dibantu oleh pendamping desa tenaga ahli kementerian. Terkadang hanya melihat
dan mencontoh kepenghuluan lainnya. Penyusunan RKPK ini seharusnya
didampingi instansi terkait, atau_Dinas _Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Berdasarkan informan yang diperoleh yaitu masalah yang terjadi dilapangan tidak
seluruhnya masyarakat yang.turut berpartisipasi. dalam mengelola ADD. Untuk
mengetahul sejauh mana partisipasi masyarakat dalam mengelola ADD. Berikut
hasil pengolahan data peneliti dalam wawancara dengan informan utama yaitu
Aparatur Desa Kepenghuluan Suak Temenggung sebanyak 3 (tiga) orang informan
tentang indikator Participation in a network / Partisipasi di Dalam Jaringan.
Mengenai pertanyaan Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dengan
adanya Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di
Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir?
Hal itu diungkapkan oleh seorang informan dari Datuk Penghulu pada Kantor
Kepenghuluan Suak Temenggung yaitu Bapak Kartono sebagai berikut:
“Tingkat partisipasi masyarakat sangat. tinggi, partisipasi berupa
keikutsertaan masyarakat dalam musrenbangkep selanjutnya memberikan
ide dan gagasan masyarakat" juga. berpartisipasi dalam pembangunan
contoh: masyarakat rela memberikan lahan untuk jalan tanpa ganti rugi dari
pemerintah desa.” (wawancara tanggal 18 November 2021, pukul 11.00
WIB).
Untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam wujud menjalankan salah satu
aspek modal sosial mengatakan tingkat partisipasi masyarakat sudah cukup baik.

Berikut pernyataan informan kaur umum Desa Kepenghuluan Suak Temenggung

yaitu Ibu Kurnia Ayuningtyas sebagai berikut:
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“Tingkat partisipasi masyarakat sudah baik, masyarakat sangat antusias
yaitu berupa keikutsertaan dalam kegiatan musyawarah desa yang diwakili
oleh BPkep, kadus, RT, RW dan tokoh masyarakat” (wawancara tanggal 18
November 2021).
Selanjutnya ke

siasan masyarakat dapat=memudahkan terjalinnya

, yang dimuai
okat kepenghuluan”

sudah cukup

i‘g\*ﬁl\ﬁ :

2N
.t‘%

sosial dalam

Pernyataan selanjutnya mengenai Adakah keterlibatan masyarakat untuk
menciptakan Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) Di
Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir?
Hal itu diungkapkan oleh seorang informan Kepala Bidang Pembangunan dan

Masyarakat Desa Dari Dinas PMD Rokan Hilir menyatakan bahwa:
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“keterlibatan masyarakat sudah ada dan berjalan dalam berpartisipasi
mengelola ADD, dan bisa dikategorikan bahwasanya keterlibatan dalam
mengelola ADD ini sudah bagus”.

Selanjutnya hal yang sama diutarakan oleh Kepala Bidang Pemerintah Desa
pada Dinas PMD.Kabupaten Rokan Hilir bahwasanya:

“masyarakat pada desa Suak Temenggung ini memiliki rasa antusias yang
tinggi sehingga keterlibatan dan partisipasi masyarakat nya sudah dapat
dipastikan baik dalam.mengelola ADD?,

Selanjutnya berikut hasil wawancara kepada Dinas PMD dan masyarakat
mengenai kesukarelaan masyarakat untuk dilakukannya pemberdayaan dalam
mengelola ADD sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Fppkp (fasilitasi
pengelolaan keuangan pendamping dan aset desa) Bapak Andhika Pratama, SSTP
menyatakan bahwa:

“masyarakat desa kepenghuluan suak temenggung sangat berbesar hati dan

menerima dengan baik setiap dilakukannya pemberdayaan. Jadi masyarakat
sangat memberikan~kesukarelaannya dalam melakukan pemberdayaan

dengan baik”.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwasanya:

“kalau kami  masyarakat sangat terbuka setiap adanya kegiatan
pemberdayaan yang pastinya itu untuk kebaikan masyarakat kedepannya
dan untuk mengupgrade kemampuan yang dimiliki. Jadi sangat berbesar
hati sekali untuk melakukan setiap kali kegiatan pemberdayaan”.

Secara keseluruhan menyatakan bahwasanya tingkat partispasi masyarakat
dalam mengelola ADD sudah cukup baik, dan bentuk partisipasi yang dilakukan
seperti ikut mengahadiri musyawarah. Sehingga keterlibatan masyarakat sangat
diperlukan, dan sejauh ini masyarakat dinilai keterlibatan dalam mengelola ADD

sudah baik.
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Jadi kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi dilapangan
bahwasanya dari segi partisipasi masyarakat sudah baik dalam wujud masyarakat
ingin terlibat dalam mengelola ADD dengan cara turut mengikuti musayawarah
yang diselenggarakan, dan dikarenakan waktu-musyawarah juga mengikuti dengan
waktu senggang masyarakat yakni pada malam hari, sehingga banyak masyarakat
yang turut hadir dan ikut berpartisipasi langsung dalam mengelola ADD. Dan sudah
baiknya tingkat partisipasi masyarakat ini memperlihatkan sudah berjalan nya satu
aspek dari modal sosial dengan efek yang diberikan masyarakat memiliki rasa
tanggung jawab dan patisipasi yang baik.

Menurut - Hasbullah (2006;19) Participation _in a network/Partisipasi
Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan
hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling berdampingan dan
dilakukan atas™ dasar prinsip._kesukarelaan (voluntary), kesamaan (equality),
kebebasan (freedom), dan keadaban (civility). Kemampuan anggota kelompok atau
anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang
sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal
sosial suatu kelompok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di desa Suak
Temenggung Kecamatan Pekaitan, masyarakat desa sudah memiliki prinsip
kesukarelaan dimana yang ditandai dengan seringnya bergotong royong dalam
kegiatan sosial. Masyarakat juga memiliki kebebasan dalam berpendapat yang
dituangkan dalam musyawarah-musyawarah tingkat desa. Kelompok-kelompok
masyarakat atau organisasi masyarakat saling mendukung juga dalam

pembangunan desa. Wilayah yang ditandai dengan banyaknya penduduknya yang
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terlibat dalam organisasi sukarela dan jaringan antar warga yang kuat mempunyai
tingkat modal sosial yang tinggi. Jaringan seperti ini sangat berperan dalam

menggalang masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan ekonomi.

O OO F WkF WEkFk ONOW

sebanyak 3 (tiga) kelompok, Simpan pinjam sebanyak 1 (satu) kelompok,
Kelompok tani sebanyak 3 (tiga) kelompok, gapoktan sebanyak 1 (satu) kelompok,
pokdakan sebanyak 3 (tiga) kelompok dan Karang taruna sebanyak 1 (satu)
kelompok.

Masyarakat desa Kepenghuluan Suak Temenggung bekerja sama,

menyumbangkan usahanya secara berkelompok untuk mencapai tujuannya, ini
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sesuai konsep organisasi yang dikemukakan oleh Mc. Farland yang dikutip oleh
Soewarno Handayaningrat (1981:42) menyatakan definisi organisasi adalah

sebagai berikut : "Organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal

organisasi asya : g isipasi dalam

pembangu ‘ an, pertemuan
bulanan, kegia AQ 3 q ' J’ mun demikian,
agar organ (

diperlukan

v
‘;
o
=}
d

pelatihan u

mandiri, dan mengembangkan potensi individualnya dalam merencanakan
menyusun, mengontrol dan mengelola program-program yang mereka usung secara

mandiri.
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Gambar 5.2 Bagan Kelembagaan Kepenghuluan Suak Temenggung

Pemerintah
Kepenghuluan

“‘\\\1 =~

Karang Tai Rejomulyo

Hidayatul

Sumber
Sari

Masjid
Nurul
Iman

Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok
atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi
jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharapkan
imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang
memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki

tingkat modal sosial yang tinggi. Dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan tukar
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menukar kebaikan demi memiliki kekuatan penuh yang terjalin antara masyarakat
dan pihak Desa Kepenghuluan Suak Temenggung dan Dinas PMD sehingga akan
melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.

Berikut hasil wawancara.peneliti dengan peranagkat. Desa Kepenghuluan
Suak Temenggung, Dinas PMD dan Masyarakat mengenai Bagaimana keadilan
Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) DisKepenghuluan Suak Temenggung
Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Berikut. hasil wawancara yang
dilakukan kepada pihak Dinas PMD Bapak Zamri bahwasanya:

“sudah tercipatanya keadilan dalam mengelola ADD, sejauh ini kita sebisa
dan semaksimal mungkin ‘menjunjung tinggi keadilan untuk setiap
pengelolaan ADD”,

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwasanya:

“yang terlihat dari masyarakat kinerja baik perangkat desa dan juga dinas
sudah baik dalam mengelola ADD dan telah berada pada tingkat keadilan
yang baik pula”.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara ini memperlihatkan bahwasannya
sudah terjalin hubungan baik dari masyarakat dan juga perangkat desa serta Dinas
PMD yang dimana sudah berbuat seadil-adilnya dalam mengelola ADD, sehingga
sudah terbentuk bobot resiprositas. yang kuat sehingga akan melahirkan suatu
masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.

Salah satu contoh kegiatan tukar menukar kebaikan yang dilakukan
masyarakat desa Kepenghuluan Suak Temenggung adalah bekerjasama
membangun jembatan dan rumah masyarakat. Menurut Hasbullah (2006;19)

Kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau

antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka
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panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruism tanpa mengharapkan imbalan.
Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki

bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat

merasa d
masyaraka

partisipasi

tAnNy

b S\ Y

bungan sosialnya

m

Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan
bersama. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk bersatu dan memberikan
kontribusi pada peningkatan modal sosial. Tindakan yang didasari dengan
kepercayaan juga akan berefek yang baik untuk mencapai tujuan dan

mengembangkan rasa socialism antar masyarakat ataupun organisasi tersebut.
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Berikut hasil wawancara peneliti dengan Dinas PMD, Perangkat Desa Suak
Temenggung dan Masyarakat mengenai pertanyaan Sejauh ini bagaimana tingkat
kepercayaan dalam penyusunana dan Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di
Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan-Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir?
Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ifradi Rusdiansyah, S.STP, M.si
selaku Kepala Bidang Pemeriniah Desa bahwasanya:

“sejauh ini belum ada laporan masuk ke dinas terkait komplain masyarakat,

dan saya rasa masyaarakat memiliki rasa percaya yang baik-baik saja

kepada Desa Kepenghuluan Suak Temenggung dalam mengelola ADD”,

Selanjutnya adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat

bahwasanya:

“alhamudulillah selagi kami masyarakat tidak merasa dirugikan dan
kegiatan yang dilakukan Desa juga melibatkan masyarakat pasti akan
memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Desa untuk mengelola ADD
dengan baik™.

Jadi berdasarkan hasil wawancara. berikut memperlihatkan bahwasannya
kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Desa Kepenghuluan Suak
Temenggung bertujuan untuk mempercayakan sepenuhnya pengelolaan ADD pada
Desa dengan artian segala kegiatan yang menyangkut kegiatan masyarakat maka
mereka sebagai masyarakat tetap selalu dilibatkan, dan untuk kegiatan kolektif
biasanya pihak desa mengikuti kesepakatan pada saat musyawarah dengan

masyarakat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dinyatakan Coleman (1998;15),
dimana bentuk modal sosial tergantung dari dua elemen kunci: kepercayaan dari

lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi
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(obligation held). Perspektif ini memperlihatkan bahwa, individu yang bermukim

dalam struktur sosial dengan rasa saling percaya yang tinggi memiliki modal sosial

yang lebih baik daripada situasi sebaliknya.

emenggung

No. Jumlah (Unit)
1. Mesjid 4

2. Musholla 2

3. Gereja 0

4. Pura 0

5 Vihara 0

Sumber: Reviu RPJMKep, 2021
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Berdasarkan tabel 5.5, di Kepenghuluan Suak Temnggung terdapat 4
(empat) unit Mesjid dan 2 (dua) unit mushalla. Hal ini sesuai dengan pendapat

fukuyama, bahwa agama sumber utama modal sosial adalah :

1
2
3,
a,
.
5.1.4  Socio Nor

2 “Q\
>

yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karenanya norma
sosial disebut sebagai salah satu modal sosial. Berikut hasil wawancara peneliti
dengan pihak Dinas PMD, Perangkat Desa Kepenguluan Suak Temenggung dengan
pertanyaan Bagaimana bentuk Hubungan dan Struktur sosial dalam Implikasi

Modal Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak
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Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Berikut hasil
wawancara peneliti dengan Kepala Pemerintahan Desa bahwasanya:

“bentuk hubungan dan struktur sosial yang bertujuan untuk meningkatkan
modal sosial biasa Hasil I arah Yang Bersifat

Bagaimana bentuk nilai sosial budaya yang diterapkan dalam Implikasi Modal
Sosial Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak
Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Berikut hasil
wawancara peneliti dengan salah satu perangkat desa bahwasanya:

“bentuk nilai sosial yang membentuk pola kognitif biasanya mengikuti

kearifan lokal masyarakat setempat, sehingga memanfaatkan kemampuan
yang dimiliki oleh masyarakat juga”.
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Selanjutnya berikut hasil wawancara peneliti dengan masyarakat bahwasanya:

“masyarakat desa sini sangat menjujung tinggi nilai-nilai sosial budaya
untuk dinikamti secara turun- temurun dan memanfaatkan kearifan lokal
juga maka akan dapat teralokasi ADD dengan baik”.

-

ngar
o
g #

SRR AERANS
=

manivestasi

Kepercayaan

Kebudayaan

Domain Masyarakat

Faktor Dinamis

Rasa Percaya
Solidaritas
Kerjasama
Kedermawanan

Keterkaitan vertical

Elemen Umum Harapan yang mengarah pada
perilaku bekerjasama

menghasilkan manfaat bersama

Sumber: Uphoff, 2000
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Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir
memiliki sumber daya alam seperti sungai yang terbentang sepanjang 626 (enam
ratus dua puluh enam) meter. Masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung
Kecamatan Pekai n Hilir.hi an air sungai untuk

memen i n an lainnya.

Di K q&ﬁﬁ&& r[r%'nﬁﬂd an pertanian
\3% (7
dengan be S a h perkebunan

kelapa sawit, ini ili

Tab a ana eng emenggung
No. offgbdifiﬁ s N h (Ha)
1 an Ke awit hodl Tt 26
2 ala 45
3 et ‘ 4
4 23
Sumber: Rev KANBRR
Dari ta ¢ adalah seluas 626
(enam ratus dua lah (empat puluh lima)
hektar, lahan karet se eluas 23 (dua puluh tiga)
hektar.

Jumlah produksi dari lahan tanam yang ada di Kepenghuluan Suak
Temenggung dapat dilihat pada table 5.8 dibawah ini:

Tabel 5.8 Produksi Tanaman Kepenghuluan Suak Temenggung

No. Komoditi Jumlah (Ton)
1 Kelapa Sawit 626000
2 Karet 280000
3 Pertanian 30000

Sumber: Reviu RPJMKep, 2021
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Dari tabel 5.8 terlihat bahwa jumlah produksi kelapa sawit sebanyak
626.000 ton, tanaman karet sebanyak 280.000 ton dan hasil produksi pertanian

sebanyak 30.000 ton.

Swasta
Lain-lain
Sumber: Reviu RPIMKep, 2021

5.1.6 Proactive action (Aksi Proaktif)

Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi

tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu



106

kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan
yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntung-kan
kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman,
memperkaya ide,-pengetahuan;.dan_beragam-bentuk inisiatif lainnya baik oleh
individu-maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam
membangun_masyarakat. Berikut (hasit wawancara peneliti dengan Dinas PMD
mengenai Menurut bapak/ibu sudah tepat atau belumkah Implikasi Modal Sosial
Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Kepenghuluan Suak Temenggung
Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir? Berikut hasil wawancara peneliti
dengan Dinas PMD bahwasanya:

“efek yang dirasakan setelah menciptakan beberapa aspek modal sosial

dalam mengelola ADD sudah kami rasakan dan sudah menjalankan

keinginan masyarakat seperti Bersifat Pemberdayaan Dan Sesuai Dengan

Kebutuhan Masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara herikut memperlihatkan bahwasanya sudah
tepat aspek-aspek modal sosial diterapkan dalam mengelola ADD di Desa
Kepenghuluan Suak Temenggung dikarenakan rata-rata masyarakat sudah

menerapkan partisipatit dan.mau turut mengikuti musyawarah yang dilakukan, dan

pihak perangkat desa juga bersinergi untuk selalu melibatkan masyarakat.

52 Implikasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan
Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan memiliki

potensi sumber daya diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia,
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sumber daya sossial dan sumber daya ekonomi seperti dijelaskan pada tabel
5.10 dibawabh ini:

Tabel 5.10 Potensi Sumber Daya di Kepenghuluan Suak Temenggung

;‘E‘“‘E‘L‘\‘

& o

Palawija

5 J.‘+ \lL

Peternakan

Sumber

Industri

Sarana
produksi
lainnya

10

Penyuluh Pertanian,
Perkebunan, Perikanan,
perternakan dll

Lembaga
Adat

11

Aparat Keamanan

12

Pemuda

13

Klub-Klub Olahraga
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Pemerintah wajib memberikan informasi untuk memenuhi hak-hak

masyarakat sehingga terlaksana apa yang disebut dengan akuntabilitas publik. Hak-

hak publik itu meliputi: hak diberi informasi, hak untuk tahu dan hak untuk

didengar.

Dalam akuntabilitas alokasi dana desa, masyarakat. memegang peranan

penting. Tidak saja sebagai penerima manfaat tetapi juga berperan sebagai

pengotrol dari kinerja pemerintah desa. Dengan terlibatnya masyarakat dalam

program kerja maka akan menimbulkan rasa-memitiki sehingga akan terlibat aktif

dalam program tersebut.

5.2.1 Konsep Akuntabilitas (Sosial) di Desa

Konsep Transparansi berkonsekuensi terhadap pemenuhan hak atas
informasi (right to know). Masyarakat desa memiliki hak untuk tahu apa
yang akan, sedang dan telah dikerjakan oleh pemerintah desa, baik pada
tahap perencanaan, penganggaran, implementasi dan pertanggungjawaban
anggaran.

Konsep Partisipasi berkonsekuensi terhadap hak masyarakat desa untuk di
undang dan terlibat dalam seluruh-proses pembangunan (right to involve),
baik laki laki maupun perempuan, termasuk kelompok rentan (lansia, anak
penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan lain sebagainya);

Konsep akuntabilitas berkonsekuensi terhadap hak untuk mengklaim (right
to claim) manfaat atas. program. ,Kegiatan dan anggaran yang telah
direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal, berkinerja baik dan dapat
dipertanggungjawabkan (audited) baik kepada badan permusyawaratan
desa (BPD), Supra desa (pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat)dan
yang terpenting adalah kepada masyarakat desa sebagai pemegang

kedaulatan.

Akuntabilitas sosial akan tercipta apabila akuntabilitas pemerintah rendah.

Menurut Malena et al, 2004, yang dimaksud akuntabilitas sosial adalah

akuntabilitas yang didesakkan masyarakat. Secara langsung maupun tidak
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langsung, akuntabilitas sosial ini adalah pendekatan dari keterlibatan masyarakat
yang berpartisipasi membangun akuntabilitas yang berdasarkan partisipasi
masyarakat.

Partisipasi magyarakat sangat penting dalam proses penyusunan
kewenangan desa; juga sangat-penting dikembangkan sehingga akan terbangun
akuntabilitas sosial. Dengan adanya akuntabilitas sesial ini maka hubungan antara
aparat pemerintah desa dengan masyarakat akan terjalin dengan kuat. Bentuk dari
akuntabilitas-sosial di desa:yartu ‘musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan
masyarakat dimana masyarakat menerima hasil dari kegiatan yang dilaksanakan
pemerintah. Pada saat musyawarah telah direncanakan pemenuhan kebutuhan
masyarakat sesuai prioritas. Apabila semua perencanaan sudah mencapai mufakat,
maka kegiatan pelayanan dapat dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kegiatan
pelayanan harus di monitoring dan di evaluasi serta akhirnya di awasi atau di audit.
Semua kegiatan ini harus melibatkan masyarakat guna mendapatkan hasil
pelayanan yang.memuaskan.

Alokasi- dana desa (ADD) merupakan program yang disusun oleh
pemerintah daerah untuk membiayai Sebagiam program pemerintah desa dalam
melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan
aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur
pedesaan. Sasaran daripemberian Alokasi. Proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa
ada tiga tahap yakni perencanaan, -pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musyawarah yang
diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam
kegiatan musyawarah partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan
kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Kepenghuluan
kepada masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan

Kabupaten Rokan Hilir.
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Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana
penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun
dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan
kegiatan oleh pemerintah desa.kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan
pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Kepenghuluan Suak
Temenggung belum maksimal-RPemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Suak
Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pemanfaatan
biaya dikategorikan sebagai pemberdayaan yang berupa support dan pemberdayaan
tersebut belum menyentuh pemberdayaan yang sesungguhnya yaitu pemberdayaan
hanya terfokus pada keagamaan dan keamanan saja, dimana dana pemberdayaan
bersumber dari-masyarakat yang digunakan oleh masyarakat itu-sendiri.

Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan diterapkan untuk dua bagian yaitu:
70% diterapkan untuk pemberdayaan masyarakat dan ‘pembangunan desa
sedangkan 30% diterapkan untuk membiayai operasional pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sesuai amanat pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelelaan Keuangan Desa.

5.2.2 Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
maka upaya yang dilakukan adalah dengan pertanggungjawaban pengelolaan ADD.
Dalam setiap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan perlu diperhatikan
prinsip dari good governance. Sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu
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prinsip partisipasi, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas atau tanggung
jawab.

Pemerintah desa sebagai tim pelaksana pengelolaan dana alokasi desa, telah
diberi kepercayaan dalam mengelola anggaran-untuk menjalankan program yang
telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan demi kesejahteraan
bersama. Pemerintah desa menjalankan porses,pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dana alokasi desa untuk menciptakan pelayanan publik yang baik.

Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa menurut Peraturan
Menteri Dalam. Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah proses administrasi mulai
dari menyusun berita acara musyawarah perencanaan pembangunan desa,
kemudian menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, lalu
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa dan selanjutnya disusun menjadi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
akan ditetapkan melalui Perdes.

Untuk pertanggungjawabannya pemerintah desa sebagai pelaksana program
alokasi dana desa diwajibkan menyusun Rencana Anggaran Biaya, buku pembantu
kegiatan, buku kas umum, buku.pembantu.pajak dan membuat laporan realisasi
anggaran.

Semua proses pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa telah
dilaksanakan oleh pemerintah desa Kepenghuluan Suak Temenggung. Tim
pelaksan program kegiatan pegelolaan alokasi dana desa adalah Penghulu sebagai
penanggungjawab dan sekretaris dan bendahara memverifikasi semua laporan

kegiatan dengan cara melengkapi semua SPJ dan laporan-laporan lainnya. Semua
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laporan irtu dilaporkan ke pihak kecamatan. Oleh pihak kecamatan akan dilaporkan

ke pihak kabupaten.

5.2.3 Keterbukaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Keterbukaan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya
atas pertanggungjwaban pemerintah memberikan.informasi yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat serta taat pada undang-undang. Semua yang berhubungan
dengan masyarakat harus disampaikan secara terbuka, ini sesuai dengan prinsip
good governance karena masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong
berjalannya prinsip-prinsip. Ini dapat menghindari terjadinya kecurangan dalam
penggunaan anggaran.

Di Kepenghuluan Suak Temenggung, hasil musyawarah desa disepakati
bersama dan sudah menjadi peraturan desa. Semua hasil musyawarah dapat dilihat
dari blog yang dikelola pemerintah desa. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di
awasi dan dipantau oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum
lainnya. Di lokasi-lokasi kegiatan pembangunan dipasang papan informasi yang
berisi nama kegiatan, nama program dan besaran anggaran yang digunakan. Hal ini
dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang penggunaan
alokasi dana desa. Disetiap papan informasi diberikan denah, tata letak dan proyeksi
waktu pengerjaan agar proyek dapat diawasi langsung oleh warga. Hal ini dapat
dilihat dari interaksi sosial antara pemerintah kepenghuluan dengan warga melalui
papan informasi yang dibuat kepenghuluan, sehingga warga dapat mengawasi dan

memberikan kontrol terhadap pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan yang
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bersumber dari dana kepenghuluan. Selain itu, timbul rasa kepercayaan publik
terhadap pemerintah desa yang dapat mengurangi konflik ditengah masyarakat.

Modal sosial yang tinggi akan membawa dampak pada tingginya partisipasi

pembangu
sebagai pa

semua keg

tercapailah

semua saran masukan dari peserta musyawarah desa demi kesejahteraan
masyarakat desa. Prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa
harus ada dalam pelaksanaan musyawarah desa. Dengan melibatkan masyarakat
dalam mengambil keputusan diharapkan dapat memajukan pembangunan di

Kepenghuluan Suak Temenggung ini. Untuk mewujudkan good governance,
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prinsip ini yang harus diterapkan dalam mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan hingga pertanggungjawaban.

Salah satu sumber pendapatan masyarakat desa adalah Perencanaan ADD
Alokasi Dana Desa (ADD) yang.penggunaannya berhubungan langsung dengan
APBDes. Untuk menyusun program dan kegiatan maka harus direncanakan terlebih
dahulu dengan melaksanakan /musyawaran ‘perencanaan desa (Musrendes). Pada
saat Musrendes masyarakat beserta aparat pemerintah membahas semua usulan
program kegiatan yang diusulkan masyarakat, kelompok masyarakat serta tokoh-
tokoh masyarakat. Di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan
Kabupaten Rokan Hilir telah berusaha untuk memegang prinsip partisipasif ini
demi kemajuan-‘mayarakat desa serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan
terbuka dan jauh dari kecurangan.

Dalam = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terdapat
perencanaan ADD yang merupakan ruang lingkup perencanaan desa. Aparat
pemerintah kepenghuluan membahas dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Desa untuk dapat disepakati bersama dan ditetapkan dengan peraturan desa menjadi
Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Proses.perencanaan ADD ini awalnya dari
hasil musyawarah dusun, kemudian masuk ke tingkat musyawarah desa, dimana
pada saat menyusun rencana kegiatan tersebut harus dengan melibatkan partisipasi
seluruh unsur masyarakat yang ada di desa melalui forum musyawarah tingkat desa
oleh lembaga kemasyarakatan maupun masyarakat umum.

Pemerintah Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan

Kabupaten Rokan Hilir menyusun perencanaan ADD dengan melaksanakan
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musyawarah yang memegang prinsip partisipasif. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Kepenghuluan Suak Temenggung Vyaitu Bapak Kartono
mengatakan:

“Sebelum.menuju ke Musdes (Musyawarah Desa),.di sctiap dusun dari

mulai-RT kumpul di masing-masing dusun diadakan Musdus (Musyawarah

Dusun). Di saat itu setiap RT membawa program, baik untuk pembangunan

infrastruktur maupun untuk kelembagaan. Dari Musdus itu oleh panitia tim

hasilnya dibawa pada saat Musdes. Nanti pada saat Musdes dirancang dan
disesuaikan dengan.dana yang ada, nanti pakaj skala prioritas karena ADD
ini berasal dari permohonan atau dari permintaan paling bawah yaitu RT.

Hasil dari Musdus dan Musdes selanjutnya akan dirancang bersama BPD

untuk pengalokasian ADD. Yang dimaksud tim yaitu merancang pertemuan

tingkat-Musdus, yang terdiri dari Ketua, LPM, dan kelembagaan yang
lainnya. Tim tersebut nanti akan keliling ke masing-masing dusun atau RW
untuk melaksanakan dan memantau Musdus. Setelah Musdus nanti ke desa

lalu dilaksanakan Musdes.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Kemudian Sekretaris Kepenghuluan Suak Temenggung Yyaitu Bapak M.
Ady Saputra menambahkan bahwa:

“Dalam partisipasi JADD Kepenghuluan 1Suak Temenggung kami ikut

sertakan seluruh jajaran masyarakat. sehingga mereka akan paham dan

mengerti apa itu dana desa dan untuk apa saja pengelolaan ADD.” (18

November 2021).

Mekanisme Perencanaan ADD ini adalah dimana Penghulu mengadakan
Musyawarah desa untuk'membahas ADD, yang dihadiri oleh Badan Permusyawran
Desa, Lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat. Rancangan ADD ini
disepakati menjadi salah satu bahan penyusunan rencana APBDes. Tim pelaksana
ADD menyampaikan rencana penggunaan ADD, dengan memegang prinsip
pertanggungjwaban, keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Dalam proses
perencanaan ADD di Kepenghuluan Suak Temenggung, semua prinsip tersebut
sudah dilaksanakan, hal ini sesuai pernyataan dari Penghulu Suak Temenggung

Bapak Kartono:
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“Bentuk transparansi pada tahap awal yaitu dengan diadakan Musdus di
setiap wilayah RW, itu sudah merupakan bentuk transparansi dari warga
masyarakat paling bawah. Pada tahap selanjutnya nanti saat Musdes itu juga
akan disampaikan bahwa program ADD ini sesuai dengan permintaan pada
saat Musdus. Jadi kita terbuka untuk masyarakat yang mengusulkan apa saja
selama itu masih.jadi skala prioritas dan jika.ada dana pasti kita akan
biayai.” (hasil wawancara. 18 November2021).

Sesuai juga dengan pernyataan Sekretaris Kepenghuluan Suak Temenggung
Bapak M. Ady Saputra yang menyatakan bahwa:

“Untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam ADD sudah jelas kami
menggunakan sistem dengan mengadakan musyawarah dengan seluruh
elemen masyarakat termasuk lembaga yang ada di desa dan setelah itu kami
paparkan lewat pemaparan APBDes yang dipampang di setiap sudut desa
yang terlihat jelas oleh masyarakat” (hasil wawancara 18 November 2021).

Salah satu masyarakat Kepenghuluan Suak Temenggung menyatakan:

“Kalau untuk transparansinya yang saya tahu kalau untuk pelaporannya

pernah lihat di baliho atau banner tentang alokasi dana desa. Kalau pas awal

tahun juga nanti Kkita dapat undangan dari desa untuk melakukan
musyawarah desa untuk membahas semua kegiatan-dan pelaksanaannya

nanti bagaimana.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Penulis = menyimpulkan bahwa di Kepenghuluan Suak Temenggung
Kecamatan Pekaitan - Kabupaten Rokan Hilir sudah menerapkan prinsip
pertanggungjawaban, keterbukaan dan partisipasi masyarakat di dalam
perencanaan ADD yang melibatkan semua elemen masyarakat dalam musyawarah
desa, ketika musyawarah desa semua dijelaskan secara rinci.

Semua kegiatan yang dibiayai dari ADD dilaksanakan oleh tim pelasana,
dimana penghulu yang bertanggungjawab dan dibantu oleh sekretaris dan
bendahara yang bertugas dalam verifikasi. Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan

secara terbuka, di informasikan kesuluruh elemen masyarakat dan dilengkapi

dengan pembuatan papan informasi yang ditulis dengan jelas apa-apa yang akan
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dikerjakan lengkap dengan nama program dan kegiatannya serta pembiayaannya.
Dan di Kepenghuluan Suak Temenggung prinsip ini sudah diterapkan. Seperti yang

dikatakan Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono:

“Setelah cair ADD ini1 diberikan pada saat kita kumpulkan seluruh elemen
masyarakat, kita keluarkan hak-hak mereka yang sudah tercantum dalam
pengajuan ADD dan kita akan melakukan musyawarah desa yang kemudian
akan dilakukan pembagian, uang sesuali dengan kebutuhan untuk
pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut’ merupakan bentuk transparansi
yang dilakukan-oleh pemerintah desa, kemudian setelah pembagian dana
tersebut diharapkan untuk melaksanakan pembelanjaan secara tepat karena
mereka juga harus melampirkan bukti pada saat ingin mengajukan
pembelanjaan dan juga bukti setelah pembelanjaan tersebut dilakukan.
Untuk akuntabilitasnya kita awasi, kita meminta bukti kepada mereka, kita
sesuaikan dengan permintaan dan pengeluarannya nanti peng SPJ nya juga
sesuai.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Sesuai dengan hasil wawancara dari Sekretaris Kepenghuluan Suak
Temenggung Bapak M. Ady Saputra menyatakan:

“Diterapkannya prinsip transparansi ADD supaya diketahui oleh
masyarakat, maka kami-memberdayakan seluruh masyarakat yang ada dan
kami sampaikan dana dari desa semuanya dan dengan cara menyampaikan
langsung lewat penjabaran tentang ADD lewat sistem yang sudah
diberdayakan oleh pemerintah, dengan sistem tersebut maka tidak ada
satupun yang tidak terealisasi ADD masyarakat yang bisa mencekal dari apa
yang sudah = dianggarkan oleh pemerintah  Kepenghuluan Suak
Temenggung.” (hasil wawancara 18 November 2021).

Sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat desa bahwa:

“Kalau untuk pelaksanannya masyarakat selalu diikutsertakan dalam setiap

pelaksanaan baik pengembangan ataupun pembangunan, itu sebenarnya

sudah satu langkah yang sangat bagus buat desa tersebut karena selalu

melibatkan masyarakatnya dalam setiap kegiatan.” (hasil wawancara 18

November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di
Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat.
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Dengan adanya papan informasi dan pertanggungjawaban oleh tim pelaksana
kegiatan dengan membuat laporan pertanggungjawaban dari per kegiatan yang
telah dilaksanakan.

Pengawasan ~ADD  dilakukan terhadap jalannya. pemerintahan dan
pembangunan agar tidak menyimpang dalam pelaksanaannya dari rencana yang
telah ditetapkan dan aturan.yang berlaku' terhadap pelaksanaan fisik maupun
pengelolaan keuangan. Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari
ADD dilakukan oleh pejabat yang berwenang, aparat pemerintahan dan juga
masyarakat. Di kepenghuluan Suak temenggung . pengawasan dilakukan oleh
pemerintah desa dan masyarakat. Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono

mengatakan:

“Kita punya Kasi yang membidangi untuk mengawasi program ADD dan
alhamdulillah dana-dana ini kita pantau, kita berikan lalu dibelanjakan oleh
yang mendapatkan dana ini dan Kita,awasi-semuanya baik dari bukti-bukti
pembelian maupun dari foto atau bukti berupa gambar dari mereka membeli
barang, proses, sampai selsesai itu kita pertanggung jawabkan, jadi dalam
pengawasan kerja ADD ini dari nol sampai 100 persen kita minta
pertanggungjawaban dari masing-masing lembaga. Salah satu syarat
pencairan ADD ini kan ada beberapa tahap tidak sekaligus, jadi apabila
tahap pertama tidak memenubhi tidak dibelanjakan sesuai dengan peruntukan
ini tidak mungkin tahap.berikutnya cairjadi ini saling berkaitan, kalau ingin
cair tahap kedua tahap pertamanya harus selesai untuk pencairan tahap
ketiga tahap keduanya harus selesai.” (hasil wawancara 18 November
2021).

Seperti yang juga dijelaskan oleh Sekretaris Kepenghuluan Suak
Temenggung Bapak M. Ady Saputra menyatakan:

“Bentuk pengawasan yang kami laksanakan di setiap pelaksanaan ADD
yaitu dengan cara swakelola, dimana dari lembaga-lembaga yang
mendapatkan dana harus menyampaikan laporan tersebut pada desa,
sehingga dengan apa yang direalisasikan oleh masing-masing lembaga kami
tahu sehingga kalau satu dua tiga tidak melaksanakan dengan baik maka
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kami melakukan peneguran kepada siapa pun yang menyalahi dari
penggunaan ADD.”(hasil wawancara 18 November 2021).

Bendahara Ulfa Laili menyatakan bahwa:

an lembaga yang lain,

& T% i “ ‘“'nﬁ 3 .. il wawancara 18
ﬂgwmr'm Jﬂf ( . . desa yang

_LPM, Perangkat
18 November

pertanggungjawaban APBDes pertanggungjawaban tersebut adalah
pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk
laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun berupa: laporan semester
pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan
semester  kedua  atau akhir ~ Desember. Dalam melaksanakan

pertanggungjawabannya pun harus sesuai dengan prinsip dan aturan yang telah

ditentukan. Pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip transparansi dan
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akuntabilitas, sebagaimana dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan
Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono mengatakan:

“Jelas semua sudah diperhitungkan oleh bendahara dan ketika mau
membelanjakan®ndan pertanggungjawaban.«SPJ dari masing-masing
kelembagaan i semua akan. dimintai . pertanggungjawaban
akuntabilitasnya, perhitungan rupiah yang mereka terima.itu semua akan
dipertanggung jawabkan oleh kami baik bendahara oleh sekdes maupun
oleh kepala desa sebelum pertanggungajwaban secara keseluruhan
diberikan atau dilaporkan: ke pemerintah kecamatan dan kabupaten untuk
pencairan tahapan.berikutnya. Jadi_Insyaallah prinsip akuntabilitas dan
transparansi dalam pertanggungjawaban ADD ini sudah sesuai dengan
petunjuk baik dari Kasi PMD dari kecamatan maupun dari inspektorat atau
dari pemerintahan desa di kabupaten.” (hasil wawancara 18 November
2021).

Hal ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris
Kepenghuluan Suak Temenggung Bapak M. Ady Saputra yang mengatakan:

“Untuk . melaksanakan. prinsip _akuntabilitas kami melaksanakan
transparansi APBDes dan mempertanggungjawabkan dengan sistem yang
ada yaitu sistem keuangan desa, sehingga bukan hanya pemerintah desa saja
yang tahu tetapi pihak lvuar bahkan, pusat juga mengetahui.”(hasil
wawancara 18 November2021).

Tidak hanya mempertanggungjawabkan dari sisi _prinsip akuntabilitas dan
transparansinya saja namun harus juga berdasarkan. peraturan pemerintah yang
telah ditentukan. Kepenghuluan. Suak...Temenggung sudah menerapkan
pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara
dengan Penghulu Suak Temenggung Bapak Kartono mengatakan:

“Sudah pasti sesuai peraturan, karena kita bekerja ada aturannya yang harus
dijalankan, ini bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan instruksi dari
pemerintah lebih atas, karena setiap pekerjaan desa itu dipertanggung
jawabkan oleh kita semua ke pemerintah kecamatan dan kabupaten karena
dalam pekerjaan pertanggungjawaban ADD dan DD itu pasti akan diawasi
oleh Kasi PMD oleh pemerintah kecamatan sebelum ada pemeriksaan dari
kabupaten. Setiap pekerjaan itu dipertanggung jawabkan dan diperiksa oleh
kasi PMD oleh inspektorat oleh kabupaten bahkan oleh BPK provinsi jadi
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semua pekerjaan Insyaallah akan dipertanggungjawabkan.” (hasil
wawancara 18 November 2021).

Sedangkan Sekretaris Kepenghuluan Suak Temenggung Bapak M. Ady
Saputra juga mengatakan:
“Untuk proses pertanggungjawaban. kami - betul-betul. menggunakan
peraturan yang sudah ditentukan baik oleh pemerintah kecamatan,
kabupaten maupun pusat sehingga kami tidak berani untuk
mempertanggungjawabkan| | pelaporan ,tersebut dengan menggunakan
pertanggungjawaban yang semena-mena.”(hasil wawancara 18 November
2021).
Adapun hasil wawancara dengan Bendahara ibu Ulfa Laili mengatakan:
“Untuk proses pertanggungjawaban itu sudah sesuai dengan peraturan yang
telah ditentukan oleh pemerintah, untuk nomor peraturannya saya lupa tapi
kita menerapkannya sesuai dengan peraturan pemerintah yang diturunkan
kepada kepala desa apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah desa ya
sepertiitu” (hasil wawancara 18 November 2021).
Hasil wawancara di perkuat oleh masyarakat desa yang mengatakan bahwa:
“Kalau untuk pertanggungjawabannya, Kepenghuluan Suak Temenggung
sudah bagus. Soalnya ada bentuk baliho atau banner yang berisikan rincian
dana desa.” (hasil wawancara 18 November 2021).
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat_disimpulkan bahwa di
Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat

dalam pertanggungjawaban ADD.
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5.3  Faktor-faktor Penghambat Implikasi Modal Sosial Dalam Mengelola
Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kepenghuluan Suak Temenggung
Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

55:
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yang baik untuk melaksanakan operasional kegiatan desa. Selain itu,
aparat Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan juga
memiliki loyalitas yang cukup tinggi terhadap tugas-tugas yang

diembannya.
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b. Faktor eksternal pengelolaan Alokasi Dana Desa

» Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan

Kecamatan Pelaksanaannya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di

Dana Desa (ADD) di Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan
Pekaitan ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat
dikelola dengan baik dan tepat sasaran.Terutama untuk Operasional
Kantor hanya Rp. 17.000.000,00/ Tahun dianggap kurang oleh aparatur

kepenghuluan.
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» Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada
Masyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa masyarakat

Kepenghuluan Suak Temenggung kecamatan Pekaitan yang

1si Dana Desa (ADD)

d vidu masyarakat dan aparat
Kepenghuluan Suak Temenggung dalam berinteraksi untuk dapat berbagi
pengetahuan.

» Pemerintah desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil
musrenbang Kabupaten/Provinsi atau dokumen APBD yang pembiayaan

berkaitan dengan desa sehingga apa-apa program yang masuk ke desa
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tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan
rencana pembangunan

» Lambatnya informasi sumber-sumber pembiayaan yang diterima di desa

ik dari dana

Keuangan

masyarakat salah satunya pelatihan masyarakat teknologi tepat guna
(Perbup 60 tahun 2020). Pada penyusunan RPJKep desa masih dibantu oleh
pendamping desa tenaga ahli kementerian, kadang hanya melihat dan copy
paste kepenghuluan lainnya.

2. Mengelola eksternal

a. Pembinaan dan pengawasan camat
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Sesuai perbup 31, Kecamatan memverifikasi APBD Kepenghuluan baik
secara regulasi dan ketentuan yang berlaku termasuk pada kesesuaian

RKPK dengan APBDKep. Regulasi dari tingkat desa, kecamatan,

nyataan observasi di

1\ a a .ﬂ
SN

b.

ses oleh Dinas
grasional kantor.
ibatkan proses
al sosial dalam
mengelola Al ggung Kecamatan
Pekaitan Kabup ukakan Hasbullah,

2006 adalah:

Dalam membangun sebuah kebersamaan diperlukan trust atau kepercayaan,
karena kepercayaan akan menjadi kekuatan bagi berkembangnya sebuah kegiatan
kerja sama. Ini menunjukkan bahwa kekuatan modal sosial sangat tergantung pada
kemampuan pemerintah dalam membangun kepercayaan kepada warga desa.

Berdasarkan penelitian di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan

Kabupaten Rokan Hilir, partisipasi masyarakat cenderung menurun. Kegiatan-
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kegiatan seperti karang taruna, PKK dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang
sejatinya dilaksanakan setiap tahun, akhir-akhir ini tidak dapat dilaksanakan dengan

alasan keterbatasan anggaran. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan

program k
atau keperc
sebuah keg
bergantung pada kema _: -_ 1ba epercayaan kepada
warga desa. -
Kegiata pemberdayaan
masyarakat ini tidak dapat

dilaksanakan denga atas: ah yang menyebabkan

Kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilakukan masyarakat kepenghuluan
Suak Temenggung secara turun temurun seperti gotong royong dalam membangun
fasilitas umum, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, arisan ibu-ibu RT/RW dan
banyak kegiatan sosial lainnya merupakan sumber daya sosial yang apabila
dimanfaatkan dengan baik, akan memberikan pengaruh positif bagi keberhasilan

program pemerintah. Namun hal ini menjadi hambatan karena kebiasaan ini secara
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umum sudah menurun. Yang mengikuti gotong royong, arisan dan pengajian hanya

beberapa orang saja, sehingga peran masyarakat juga semakin berkurang.

Dengan adanya.nilai norma (pandangan hidup) artinya ada dalam diri

Sehingga

ang lomba

masyarakat
tanggung jawab al bac akat a . aksanaan kegiatan.
Berdasarkan hasil penelitia epeng . g, aparat desa
sudah melibatka sya € en( pembangunan desa.
Namun belu i mer ini  disebabkan
gannya pada setiap
sesuai kebutuhan
Jika masyarakat semaki gan dengan memanfaatkan teknologi
informasi, maka urusan akan cepat terselesaikan dengan jaringan yang terbentuk.
Pemerintah lebih cepat dan efisien. Dalam tahapan penyusunan program kerja
ADD, dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara tidak langsung menjadi norma
sosial yang melahirkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat atas keberhasilan

pelaksanaan kegiatan.
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Berdasarkan hasil penelitian di kepenghuluan suak temenggung , aparat
desa sudah melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Namun belum menunjukan hasil yang memuaskan. Hal ini di sebabkan

Hambatan yang dirasakan berupa pemahaman masyarakat terkait dengan
implikasi modal sosial dalam pengelolaan ADD masih terbatas pada pengalokasian
ADD dalam bentuk pembangunan fisik sehingga pengalokasian ADD yang ada
selama ini belum memberikan implikasi signifikan dalam pengembangan modal

sosial dalam masyarakat. Dimana aspek penting dalam modal sosial yang sehaurnya

di akomodir dalam ADD tidak hanya bicara soal pembangunan fisik semata akan
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tetapi harus juga menyasar pada aspek-aspek sosial lainnya seperti pemberdayaan
masyarakat, pelestarian aspek sosial budaya lainnya.

Walaupun tidak ada himbauan pemerintah, masyarakat lebih aktif dalam

turun lapang
masyarakat

kegotong ro

lokal masy

Dari hasil keseluruhan tentang hambatan implikasi modal sosial dalam
mengelola Alokasi dana Sosial (ADD) dikepenghuluan suak temenngung, beberapa
program dan kegiatan pemerintah akan berjalan baik apabila modal sosial yang

tinggi. Modal sosial sangat efektif menggerakkan pembangunan di kepenghuluan.

Struktur dan fungsi sosial dapat di pahami jika ada modal sosial di

masyarakat. Fungsi sosial berkaitan dengan interaksi antar masyarakat, karena
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dalam transaksi ekonomi di serati juga dengan transaksi non ekonomi modal

ekonomi dan modal sosial bisa dikonversi.

Modal sosial bisa berefek negatif, jika dalam program dari pemerintah tidak

ga dipengaruhi
nculkan ikatan

poknya tanpa

memberika pengaruh kepada keterbukaan informasi yang tidak tersampaikan
karena ruang lingkung jaringan berada pada level berbeda. Sedangkan faktor norm
(norma) berpengaruh pada menurunnya kebiasaan gotong royong (ke arifan lokal)

masyarakat karena menurunnya rasa memiliki program dan kebijakan yang disusun

pemerintah tidak tepat sasaran.
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

itu pen i e ang ditulis yaitu
Implikasi = Moc i : 3 esa  (ADD) Di

Rokan Hilir

perencanaan yaitu berupa musyawarah dusun dan musyawarah kepenghuluan.
Pemerintah Desa juga masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil
Musrenbang Kabupaten/Provinsi dan atau Dokumen APBD yang pembiayaan
berkaitan dengan desa, sehingga apa-apa program yang masuk ke desa tidak
diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana

pembangunan.
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3. Implikasi Modal sosial yang dilakukan di suak temenggung memberikan
dampak positif jika diterapkan, tetapi untuk sekarang ini kondisi modal sosial

dilapangan menurun, hal ini disebabkan covid-19 dan regulasi yang berubah

efisien.
4. Perlunya knowledge manag em antar masyarakat dengan aparat
Kepenghuluan Suak Temenggung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) kepenghuluan Suak Temenggung ke depannya.
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